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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad
yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin Yang dimaksudkan dalam
pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta
segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan
dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun,
dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini
mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan
bersama (SKB)- Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan-Kebudayaan R.I.,
masing-masing Nomor :158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim«penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi
artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan
huruf Y (alif lam ma rifah). Dalam pedoman ini, “al= “ditransliterasi dengan cara
yang sama, baik ia diikuti oleh alif lam syamsiah maupun gamariyah

Demikian pula pada Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau
nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Swt.”,
“saw”, dan “ra”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk
menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas insert symbol pada word
processor. Contoh: Allah %; Rasiilullah %; Umar ibn Khattab ra .

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas
sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh civitas academica yang menulis
karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti
pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi
memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap

tentang pedoman tersebut.



Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan R1 No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin

sebagai berikut:

\ a > d oo . d 4 K
o b 5 z 82 t J I
< t J r L Z ¢ m
3 S B Z ¢ ¢ 9 n
z ] o S d g 3 w
z h Sosy e f » h
e khh e s S g = Yy

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh:
FRVH = Mugaddimah
55500 Al = al-Madinah al-Munawwarah
C. Vokal

1. Vokal Tunggal
fathah —— ditulisa contoh T3

Kasrah — ditulisi contoh <=



dammah

2

—— ditulisu contoh uff

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap .~ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh:

L35 =zaina (S = kaifa

Vokal Rangkap 3< (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh:

3. Vokal Panjang (maddah)

L dan -
(.

2

)—.—

D. Ta Marbiah

J3= = haula J$ = qaula

(fathah)

(kasrah)

(dammabh)

ditulis a contoh: GG = gama
ditulis T contoh: =) =rahim
ditulis 4 contoh: 23 =‘uliim

Ta’ Marburah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh:

s S 23S

= Makkah al-Mukarramah

FIS DI SCA | = al-Syari ah al-Istamiyyah

Ta’ Marburah yang hidup, tranliterasinya /t/

Contoh:

E. Hamzah.

LYl ey S = al-Hukiimatul-islamiyyah

3512k Al

= al-Sunnatul-mutawatirah

Xi

Huruf hamzah () di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda

apostrof (°)

Contoh:

F. Lafzu’ Jaldlah

ol

Y a4

= iman, bukan ‘Tman

= ittihad, al-ummah, bukan ‘ittihad al-ummah



xii

Lafzu al-Jalalah (kata =) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa

hamzabh.

Contoh: & 4 ditulis : ‘Abdullah, bukan Abd Allah

A \> ditulis : Jarullah.

G. Kata Sandang “al-”

1)

2)

3)

Kata sandang “al-" tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan
huruf gamariyyah maupun syamsiyyah.
Contoh: 2Ll 2SN = al-Amakin-al-mugaddasah
a2l isldl = al-Siyasah al-syar’iyyah
Huruf *“a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil,

meskipun merupakan nama diri.

Contoh: 3,5 = al-Mawardi
AN = al-Azhar
3yl = al-Mansiirah

Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di
tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.
Contoh: Al-Afgant adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’an al-Karim



SINGKATAN

Swit. = Subhanahu wa ta’ala

saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam
ra. = radiyallahu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum
as. = ‘alaihi al-salam

Q.S. = Al-Qur’an dan Surah

H.R. = Hadis Riwayat

uu = Undang-Undang

M. = Masehi

t.p. = tanpa penerbit

t.tp. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H = Hijriah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W. = Wafat tahun

QS..../...: 4 = Quran, Surah ..., ayat 4

Xiii



ABSTRAK

Nama : Muhajir A. Ismail
NIM/NIMKO :181011235/85810418235
Judul : Kedudukan Uang Panai Sebagai Harta Wajib Zakat Dalam

Perspektif Fikih Kontemporer

Dalam masyarakat adat seperti Indonesia terdapat banyak tradisi di setiap
suku, salah satunya adalah tradisi uang panai suku Bugis. Realitas yang terjadi di
masyarakat saat ini adalah tingginya standar uang panai dalam tradisi suku Bugis.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan uang panai sebagai harta
wajib zakat. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: pertama,
bagaimana status uang panai dalam pernikahan; kedua, bagaimana hukum uang
panai dalam Islam; ketiga, bagaimana kedudukan uang panai sebagai harta wajib
zakat dalam perspektif fikih kontemporer.

Penelitian. ‘ini- menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-
statistik), yang-berfokus pada studi naskah dan teks, dengan-menggunakan metode
pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sejarah.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: pertama, status
uang panai dalam pernikahan merupakan rukun pernikahan di kalangan masyarakat
Bugis, berupa harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak
mempelai ‘perempuan sebagai biaya resepsi pernikahan dan -bekal dikehidupan
kelak yang sudah berlaku secara turun-temurun mengikuti adat istiadat. Kedua,
konsep pesta adat yang dibiayai dengan uang panai ditinjau dari sudut pandang
hukum Islam -yaitu boleh-boleh saja, apabila tidak melanggar syariat ‘dan. tidak
merusak akidah. Adat seperti ini dalam Islam disebut dengan al-a 'dah muhakkamah
atau sering di sebut dengan ‘urf sahih yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa
menjadi pertimbangan hukum. Namun jika permintaan uang panai terlalu tinggi
dan calon mempelai pria tidak dapat memenuhi hingga menyebabkan batalnya
pernikahan dan kawin lari maka Islam-mengharamkan suatu hal yang berlebih-
lebihan. Ketiga, hukum mengeluarkan zakat harta dari uang panai tidak wajib
berdasarkan dalil yang mejelaskan bahwa Rasulullah saw. tidak mewajibkan zakat
terhadap harta yang tidak tumbuh dan berkembang, begitu pula dalil yang
menjelaskan bahwa syarat mengeluarkan zakat harta adalah telah mencapai haul.
Meskipun dari sisi sanad memiliki kualitas yang lemah, akan tetapi dikarenakan
hadis-hadis tersebut saling mendukung satu sama lainnya, maka ulama
menyimpulkan bahwa hadis-hadis tersebut naik tingkat menjadi #asan ligairihi dan
berhujah dengannya adalah boleh. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi
referensi, literatur ataupun pertimbangan bagi dunia akademisi, serta menjadi bahan
acuan positif dan informasi kepada pemerintah dan kalangan masyarakat pada
umumnya.

Kata Kunci: Uang Panai, Harta Wajib Zakat, Perspektif Fikih Kontemporer
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah fitrah setiap manusia, hal itu berarti sifat pembawaan
manusia sebagai mahluk Allah Swt. Manusia diciptakan Allah sebagai mahluk yang
berpasang-pasangan. Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Al-Zariyat/51:49
Terjemahnya:

Segala sesuatu-Kami ciptakan berpasang-pasangan .agar kamu mengingat
(kebesaran Allah).*

Berkata al-Azhari, kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti (al-
wazu) atan “jimak, senggama’?. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin
antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah
tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam.> Di dalam Islam,
pernikahan-itu bukan hanya berbicara tentang hubungan pria dan wanita yang
diakui secara‘sah oleh agama dan hukum negara, dan bukan-hanya berbicara
kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan saja, tetapi pernikahan dalam Islam
sangat erat kaitannya dengan kondisi jiwa manusia, kerohanian (lahir dan batin),
nilai-nilai kemanusiaan, dan adanya suatu kebenaran. Tidak hanya itu, pernikahan
dalam pandangan Islam merupakan kewajiban dari kehidupan rumah tangga yang

harus mengikuti ajaran-ajaran keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swit.

1Kementrian Agama R.1., Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna (Cet.
I; Bandung: Cordoba, 2019), h. 522

2lbn Manziir al-Ansari, Lisan al-‘Arab (Cet. 1I; Libanon: Dar sadir, 1412 H/1992 M), h.
626.

®Kementrian Agama RI, “Pernikahan dalam Islam,”. Situs Resmi Kemenag RI.
https://cendikia.kemenag.go.id/storage/uploads/file_path/file_15-10-2020_5f883f0ad7559.pdf (1
April 2023), h. 91



Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan adalah
pernikahan, yaitu akad yang kuat atau misagan galizan untuk menaati perintah
Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Sementara itu, menurut
undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang pernikahan pasal 1 dijelaskan bahwa
“Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia
berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”*

Adapun dalam pernikahan terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi
demi kelancaran pernikahan tersebut, diantaranya-adalah rukun dan syarat. Rukun
dan syarat menentukan Suatu perbatan hukum, terutama yang menyangkut dengan
sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Rukun pernikahan yaitu calon mempelai laki-
laki, calon mempelai perempuan, dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah,
serta ijab dan kabul. Dalam pernikahan mahar tidak termasuk dalam rukun, karena
mahar tersebut tidak harus disebutkan dalam akad pernikahan dan tidak mesti
diserahkan pada saat akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar termasuk

dalam syarat pernikahan.®

Pemberian mahar dari calon mempelai laki-laki kepada calon mampalai

perempuan adalah wajib. Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Al-Nisa/4: 4.
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Terjemahnya:

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian
yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu

“Mahkamah Konstitusi RI, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan,” Situs Resmi MKRI. https://www.mkri.id/indeks.php?page=dowload.Anotasi&id=96
(1 April 2023)

®Lailan Nadiyah “Tradisi Uang Panaik Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Di Kota
Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam”, Skripsi
(Banjarmasin: Fak. Syariah UIN Antasari, 2020), h. 2.



sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah
pemberian itu dengan senang hati.

Islam sendiri tidak menentukan cara atau metode bagaimana sebuah
pernikahan itu dilaksanakan. Semuanya dikembalikan kepada adat-istiadat yang
berlangsung di daerah yang bersangkutan. Islam hanya memberikan batasan-
batasan terhadap hal-hal yang tidak diperbolehkan Ketika melaksanakan sebuah
upacara pernikahan dan memberikan beberapa anjuran di dalamnya.’

Dalam masyarakat adat seperti Indonesia, selain istilah mahar, adalagi
istilah lain yaitu pesangon pernikahan (jujuran; Banjar atau uang panai; Makassar).
Pesangon ini bukanlah mahar melainkan pemberian-seorang. lelaki terhadap pihak
perempuan. Dikatakan pihak perempuan dikarenakan untuk melangsungkan
perayaan.pernikahan di samping untuk keperluan bersama calon suami istri seperti
untuk pembelian tempat tidur, lemari, baju, dan lain-lain.®

Pelaksanaan pemberian uang panai meskipun tidak tercantum dalam hukum
Islam, hal ini tidak bertentangan dengan-syariat dan juga tidak merusak akidah
karena salah satu-fungsi dari pemberian uang panai adalah sebagai hadiah bagi
mempelai wanita untuk bekal kehidupannya kelak dalam menghadapi bahtera
rumah tangga dan ini merupakan maslahat baik bagi pihak mempelai laki-laki dan
pihak mempelai perempuan. Adat seperti-ini dalam Islam disebut dengan al-a 'dah
mu/akkamah atau sering disebut dengan ‘uf sahih yaitu adat yang baik, sudah

benar dan bisa menjadi pertimbangan hukum. Oleh karenanya mahar dan uang

5Kementrian Agama R.l., Al-Qur,an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna, h.
7.

'Gusti Muzainah, “Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar,” Jurnal
Studi Kelslaman 5, no. 2 (2019), h. 11.

8Sukris Sarmadi, Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia
(Banjarmasin: penerbit Pustaka prisma, 2007), h. 47



panai dalam pernikahan adat suku bugis adalah satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan.®

Namun, fenomena yang berkembang dikalangan masyarakat saat ini adalah
uang panai mendapatkan perhatian lebih besar dibandingkan dengan mahar
sehingga tidak jarang uang panai dipelesetkan sebagai mahar. Mahar dalam Islam
memang wajib tetapi merupakan pemberian seperti uang, emas atau yang paling
tinggi yaitu rumah dan tanah. Tetapi uang panai sangat memberatkan. Walaupun
begitu, tidak masalah apabila si pria menyaggupinya. Faktanya sekarang banyak
dari pihak perempuan _meminta kepada pihak laki-lakiuang panai yang sangat
tinggi sehingga pihak laki-laki tidak menyanggupinya.*?

Disisi-lain Islam juga mengatur zakat harta yang wajib-dikeluarkan bagi
setiap muslim yang sudah memenuhi syarat. Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S.
Al-Taubah/9:103.
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Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan
mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah
ketenteraman = bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui.t?

Berdasarkan ayat ditersebut dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan bahwa;
ambillah (wahai Nabi), dari sebagian harta orang-orang yang bertaubat yang
mencampur adukan amal baik dengan perbuatan buruk lainnya, sebagai sedekah
yang menyucikan mereka dari kotoran dosa-dosa dan mengangkat mereka dari

golongan orang-orang munafik menuju derajat orang-orang yang ikhlas, dan

%Syarifuddin dan Ratna Ayu Damayanti “Sebuah kritik Atas Uang Panaik Suku Makassar".
Jurnal Akutansi Multiparadikma 6, no 1 (2015), h. 83.

Lailan Nadiyah “Tradisi Uang Panaik Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Di Kota
Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam, h. 5.

1Kementrian Agama R.1I., Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna, h.
203.



berdoalah kepada Allah bagi mereka untuk mengampuni dosa-dosa mereka dan
mohonlah ampunan bagi mereka dari dosa-dosa itu. Sesungguhnya doamu dan
permintaan ampunanmu akan menjadi rahmat dan ketenangan bagi mereka. Dan
Allah Maha Mendengar setiap doa dan ucapan, mengetahui kondisi dan niat hamba-
hamba-Nya. Dan dia akan -memberikan balasan kepada setiap orang yang berbuat
sesuai dengan perbuatannya.'> Namun Al-Qur’an tidak menentukan secara rinci
harta-harta yang wajib dizakatkan, hanya menyebutkan secara umum saja.

Dilihat dari dua aspek tentang zakat dan uang panai, ada sebuah artikel yang
memuat tentang- hasil  wawancara bersama ketua ‘Baznas Makassar - yang
mengatakan akan mengambil zakat dari uang panai yang kadar atau ukuranya telah
mencapai hisabnya (batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat). Hal ini
tentu menimbulkan pertanyaan, apakah uang panai termasuk harta wajib zakat?

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk
mendalami masalah ini lebih rinci lagi dalam bentuk penelitian ‘dengan judul
“Kedudukan.Uang Panai Sebagai Harta Wajib Zakat dalam Perspektif Fikih

Kontemporer”

B. Rumusan masalah
Agar tercapai dan terarahnya  penelitian ini, maka penulis perlu
merumuskan masalahnya sebagai berikut:
1. Bagaimana status uang panai dalam pernikahan?
2. Bagaimana hukum uang panai dalam Islam?
3. Bagaimana kedudukan uang panai sebagai harta wajib zakat dalam

perspektif fikih kontemporer?

12Nukhbah Min Asatizah al-Tafsir, al-Tafsir al-Muyassar (Cet. 1l; Al-S Gdiyyah: Majma’
al-Malik Fahd 1430 H/2009 M), h. 203.



C. Pengertian Judul
Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda
dengan maksud utama penulis dalam pembangunan kata judul, maka kiranya perlu
dijelaskan beberapa kata pokok yang menjadi variabel penelitian. Adapun yang
perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut:
1. Kedudukan
Kedudukan adalah keadaan yang sebenarnya (tentang perkara dan
sebagainya).’® Sebagai contoh: “hingga sekarang kedudukan perkara manipulasi
uang proyek itu masih gelap.”
2. Uang Panai
Uang-panai adalah uang hantaran ‘yang harus diserahkan oleh pihak
keluarga' calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon” mempelai
perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan.*
3. Harta
Harta.adalah barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan; barang
milik seseorang.’®
4. Wajib
Wajib adalah harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan
(ditinggalkan). Sebagai contoh: “seorang muslim wajib solat lima kali dalam sehari

semalam”.16

3Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 11l (Cet. IlI;
Jakarta. PN Balai Pustaka, 2005), h. 278.

4Syarifuddin, Damayanti, Sebuah kritik Atas Uang Panaik Suku Makassar. Jurnal
Akutansi Multiparadikma 6, no. 1, April 2015, h. 80.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 390.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1266.



5. Zakat
Berkata Abu Muhammad ibn Kutaibah, zakat menurut bahasa dari kata al-
Nima’ berarti kesuburan, atau al-Ziyadah berarti kelebihan, menurut istilah syar’i
adalah kewajiban mengeluarkan Sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai
nisab (takaran tertentu yang menjadi batas minimal harta tersebut diwajibkan untuk
dikeluarkan zakatnya).'’
6. Perspektif
Adalah sudut pandang; pandangan.*®
7. Fikih
Fikih adalah Pemahaman, kearifan dan pengetahuan yang berlaku dalam
ilmu syariah-dan ilmu dasar-dasar agama.*®
8. Kontemporer
Kontemporer adalah pada waktu yang sama; semasa; sewaktu; pada masa
Kini; dewasa ini.?° Sebagai contoh; “disamping tarian klasik disuguhkan juga tarian
kontemporer.”
9. Fikih Kontemporer
Fikih kontemporer adalah problem-problem hukum Islam baru al-Wagqi ’yah
(faktual) dan dipertanyakan oleh umat jawaban hukumnya karena secara eksplisit
permasalahan tersebut tidak tertuang di dalam sumber-sumber hukum Islam.?
Sehingga dapat dipahami bahwa pengertian judul skripsi yang telah
diuraikan secara perkata adalah “ kedudukan uang hantaran pernikahan yang harus

diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga

Y1bnu Qudamah, Al-Mugni, Jilid IV (Riyad: Dar ‘alim al-kutub, t.th), h. 5
18Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 864.

¥Nukhbah Min al-Lagwiyyin, Al-M ujam al-Wasit (Cet. 11; Istanbul: Dar al-D’awah, 1392
H/1972 M), h. 698.

2Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 591.
ZINilfatri dkk, Figih Kontemporer (Cet. I; Banyumas; Pena Persda, 2021) h. 2.



calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan sebagai
harta yang wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisab dalam pandangan
fikih kontemporer.
D. Kajian Pustaka
Studi tentang kedudukan uang panai sebagai harta wajib zakat dalam
perspektif fikih kontemporer merupakan salah satu dari permasalahan fikih
muamalah. Pembahasan tentang ini dapat dilihat pada beberapa kitab fikih klasik,
kontemporer, literatur-literatur dan karya tulis baik berupa artikel maupun buku,
baik yang berbahasa-Arab ataupun berbahasa Indonesia yang memuat pembahasan
mengenai zakat dan uang panai.
1. Referensi penelitian
Setelah melakukan pencarian literatur penelitian maka peneliti menemukan
buku-buku yang mengulas dan'membahas terkait judul yang-sedang diteliti, di
antaranya
a. Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu yang ditulis oleh Wahbah ibn Mustafa al-
Zuhaili.?? Buku ini membahas aturan-aturan syariah yang disandarkan kepada
dalil-dalil yang sahih baik dalam Al-Qur’an, sunah, maupun akal. Karya ini juga
mempunyai keistimewaan dalam hal mencakup materi-materi fikih dari semua
mazhab, dengan disertai proses penyimpulan hukum dari sumber-sumber hukum
Islam baik yang nagli maupun ijtihad akal yang didasarkan kepada prinsip
umum. Kitab ini membahas fikih-fikih secara terperinci, termasuk didalamnya
membahas masalah zakat di antaranya macam-macam zakat dan syarat-
syaratnya. Kitab ini dijadikan referensi, karena berkaitan dengan judul peneliti

yang akan membahas macam-macam dan syarat-syarat zakat.

2\\ahbah ibn Mustafa al-Zuhaili, Al-Figh al-Zslami wa Adillatuhu (Damasyq: Dar al-Fikr,
1425 H/ 2005 M)



b. Al-Majmii’ Syarh al-Muhazzab yang ditulis oleh Abt Zakariyya MuhyT al-Din
Yahya ibn Syaraf al-Nawawi.?®* adalah sebuah kitab yang membahas tentang
fikih mazhab syafii, kitab ini ditulis guna mensyarahkan kitab Al-Muhazab karya
imam Al-syirazi (476 H) yang terdiri dari 27 jilid. Kitab al-Majmu’ ialah kitab
terbesar karya imam Al-Nawawi yang menjadi rujukan dan referensi terbesar
dan terpenting di dalam mazhab Syadfi ‘iyyah. Bahkan tidak hanya di dalam
mazhab Syafi iyyah saja, kitab al-Majmu’"ini juga menjadi referensi mazhab
lainnya dikarenakan kitab ini menyajikan uraian mugaranah antar mazhab. Jadi
al-Majmz’ adalah _rujukan penting - jika berbicara‘ensiklopedi fikih klasik
maupun moderen. Di dalam kitab ini terdapat pembahasan khusus mengenai
zakat, olehnya kitab ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai referensi
penelitian.

c. Figh-al-Zakah yang ditulis oleh Yisuf al-Qardawt.?* Kitab ini-adalah kitab yang
pertama yang lengkap dan luas dalam membahas hukum zakat dan segala seluk-
beluknya. -Dalam kitab ini banyak masalah baru yang dibahas oleh pengarang
yang ‘dapat mengungkapkan zakat sebagai sarana bagi umat Islam dalam
melaksanakan kewajibannya. Kitab ini digunakan peneliti sebagai referensi
dalam penelitian ini, karena didalamnya membahas hukum mendistribusikan
dana zakat kontemporer yang merupakan salah satu objek dari penelitian ini.

d. Al-Mulakhkas al-Figh yang ditulis oleh Shalih ibn Fauzan ibn Abdillah.® Kitab
ini membahas tentang kitab taharah, salat, zakat, puasa dan haji. Dalam kitab ini

Shalih ibn Fauzan membahas kitab zakat yang terdapat didalamnya dalil-dalil

ZAbii Zakariyya Muhy1 al-Din Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, Al-Majmii' Syarh al-
Muhazzab (t.t.p.: Dar al-Fikr, 1431 H/2010 M).

2%y {isuf al-Qardawi, Figh al-Zakah, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991).

%8alih ibn Fauzan ibn ‘Abdullah al-Fauzan, Al-Mulakhkhas al-Fighi, jilid 1, (Cet. X1V;
Saudi Arabia: Dar ibn al-jauzi, 2000).
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Al-Qur’an dan hadis sehingga kitab ini cocok untuk menjadi bahan referensi
penelitian ini.

e. Al-Wajiz fi Usul al-Figh al-Islami yang ditulis oleh Muhammad Mustafa al-
Zhaili.?® Karena penelitian ini membahas tentang uang panai yang berarti
membahas adat atau tradisi suku bugis maka peneliti menganggap buku ini
cocok untuk dijadikan referensi penelitian karena didalamnya membahas tentang
tinjauan umum, Kklasifikasi, dan syarat ‘urf'sebagai landasan hukum.

f. Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis: Tinjauan Sosiologis
Teori Status Sosial, Teori Perbuatan. Sosial ‘dan Teorl Pertukaran Sosial yang
ditulis. oleh. “Rinaldi.?’~ Yang membahas  tentang - tradisi, -konsep serta
problematika uang panai. Peneliti menganggap buku ini sangat cocok untuk
dijadikan referensi penelitian karena apa yang dibahas dalam buku ini
bersinggungan langsung dengan uang panai.

2. Penelitian Terdahulu
Setelah. menelaah dan mengkaji skripsi dan jurnal. terdahlu, penulis
menemukan beberapa skripsi dan jurnal yang berhubungan dengan. penelitian ini.

Penelitian yang dimaksud yaitu:

a. Jurnal yang berjudul “Sebuah Kritik Atas Fenomena Uang Panai Suku
Makassar” ini ditulis oleh Syaifuddin dan Ratna Ayu Damayanti, Universitas
Hasanuddin Makassar pada tahun 2015. Penelitian tersebut berisi tentang
pembahasan fenomena uang panai sebagai salah satu budaya adat pernikahan

suku bugis Makassar dan mengkritisinya dengan konsep walimah yang

%Muhammad Mustafa al-Zhaili, Al-Wajiz fi Usil al-Figh al-Islamr Juz 1 (Cet II;
Damaskus: Dar al-Khoir, 2006 M/ 1427 H)

2’Rinaldi, Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis: Tinjauan Sosiologis
Teori Status Sosial, Teori Perbuatan Sosial dan Teori Pertukaran Sosial (Cet. I; Sukabumi: Haura
Utama, 2022).

ZBGyarifuddin dan Ratna Ayu Damayanti “Sebuah kritik Atas Uang Panaik Suku
Makassar". h. 96
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disyariatkan oleh agama Islam. Adapun kesimpulan dari jurnal ini adalah untuk
mengKkritisi konsep pesta adat yang dibiayai dengan uang panai ditinjau dari
sudut pandang Islam adalah pemborosan, karena masyarakat pada zaman ini
mengadakan resepsi pernikahan untuk berbangga-bangga. Bahkan ada yang
membebani diri dengan:menjual hak miliknya, atau dengan mencari utang yang
akan mencekik lehernya. Perbuatan demikian sebenarnya dilarang oleh agama.
Allah tidak mengajarkan demikian. Adapun sisi perbedaan antara penelitian
tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian yang
mengKkritisi tingginya uang ‘panai adat suku bugis Makassar, berbeda dengan
penelitian iniyang berfokus pada pembahasan kedudukan uang panai sebagai
harta wajib zakat.

b. Jurnal yang berjudul “Zakat Maskawin (Analisis Hukum Islam)™ini ditulis oleh
Firdaweri- UIN Raden Intan Lampung.?® Penelitian tersebut memuat pembahasan
seputar zakat, seperti pengertian zakat, dasar hukum zakat, harta wajib zakat,
jenis-jenis zakat. Serta membahas beberapa aspek tentang maskawin seperti
pengertian maskawin, dasar hukum maskawin dan pendapat para.ulama tentang
zakat maskawin yang disertai dengan dalil-dalil dari Al-Qur’an dan hadis.
Adapun sisi_perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu
terletak pada fokus penelitian yang membahas tentang hukum zakat maskawin,
berbeda dengan penelitian ini-yang berfokus pada pembahasan kedudukan uang
panai sebagai harta wajib zakat.

C. Skripsi dengan judul “Uang Panai Dalam Pandangan Ekonomi Islam Di
Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone” ditulis oleh Milawati UIN Alauddin

Makassar pada tahun 2017.3°Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana

Firdaweri “Zakat Maskawin (Analisis Hukum Islam)”. Asas 9, no. 1(2017).

Milawati, “Uang Panaik Dalam Pandangan Ekonomi Islam Di Kecamatan Kajuara
Kabupaten Bone”, Skripsi (Makassar: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar,
2017).
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kedudukan uang panai dalam pernikahan di daerah yang menjadi objek
penelitian. Dalam penelitian ini mengungkap bahwa konsep pesta adat yang
dibiayai dengan uang panai ditinjau dari sudut pandang ekonomi Islam yaitu
boleh-boleh saja apabila tidak melanggar syariat Islam dan apabila calon
mempelai laki-laki sanggup memberikan dan tidak merugikan salah satu pihak.
Adapun sisi perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu
terletak pada jenis penelitiannya yang bersifat penelitian lapangan (Field
Research), serta membahas tentang uang. panai dalam pandangan ekonomi
Islam, berbeda dengan penelitian ini yang bersifat penelitian pustaka (Library
Research) yang tidak terikat dengan kasus tertentu sertamembahas tentang uang
panai sebagai harta wajib zakat.

d. Skripsi dengan judul “Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis
di Kota-Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat dan
Hukum Islam” ditulis oleh Lailan Nadiyah UIN Antasari Banjarmasin pada
tahun 2020.3'Penelitian tersebut membahas tentang tradisi masyarakat di daerah
yang menjadi objek penelitian yang menyalahartikan uang panai.sebagai mahar
dan menjadikan suatu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Masyarakat di
daerah tersebut meminta jumlah nilai uang panai yang sangat tinggi sehingga
calon mempelai laki-laki tidak menyanggupinya. Dalam penelitian ini
memperoleh kesimpulan bahwa uang panai sebagai salah satu tradisi dalam
perkawinan suku bugis Makassar. Uang panai dengan mahar itu berbeda. Uang
panai untuk acara resepsi dan juga digunakan untuk modal di masa depan,
sedangkan mabhar yaitu khusus untuk calon mempelai perempuan dan diucapkan

dalam akad nikah. Masyarakat berpendapat bahwa uang panai dan mahar sama-

3Lailan Nadiyah “Tradisi Uang Panaik Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Di Kota
Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam”, Skripsi
(Banjarmasin: Fak. Syariah UIN Antasari, 2020).
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sama wajib dan uang panai wajib dalam hukum adat mereka. Adapun sisi
perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada
jenis penelitiannya yang bersifat penelitian lapangan (Field Research) berbeda
dengan penelitian ini yang bersifat penelitian pustaka (Library Research) yang
tidak terikat dengan kasus tertentu. Penelitian ini akan berfokus pada
pembahasan hukum uang panai sebagai harta wajib zakat.

e. Skripsi dengan judul “Hukum Zakat Mahar Perspektif Imam Al-Nawawi (Studi
Kasus Di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas)”
ditulis oleh Rizki-Winda Sari UIN Sumatra Utara pada tahun 2020.%?Penelitian
tersebut membahas tentang kondisi masyarakat di daerah yang menjadi objek
penelitiantidak mengeluarkan zakat maskawin walaupun sudah memenuhi batas
kadar harta yang harus dizakatkan. Dalam penelitian ini memperoleh kesimpulan
bahwa alasan masyarakat di desa Sibuhuan Julu kecamatan Barumun kabupaten
Padang Lawas tidak membayar zakat mahar dikarenakan tidak mengetahui
adanya kewajiban pada harta mahar, masyarakat memaknai .bahwa mahar
bukanlah benda wajib zakat, sehingga tidak ada keharusan bagi.mereka untuk
mengeluarkan zakat dari mahar yang mereka terima. Adapun sisi perbedaan
antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada jenis
penelitiannya yang bersifat penelitian lapangan (Field Research) dan berfokus
pada pembahasan hukum zakat mahar perspektif imam al-Nawawi, berbeda
dengan penelitian ini yang bersifat penelitian pustaka (Library Research) yang
tidak terikat dengan kasus tertentu dan berfokus pada pembahasan kedudukan

uang panai sebagai harta wajib zakat.

32Rizki Winda Sari “Hukum Zakat Mahar Perspektif Imam An-Nawawi (Studi Kasus Di
Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas)”, Skripsi (Medan: Prodi.
Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatra Utara 2020).
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E. Metodologi Penelitian
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode library
research (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan
masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan mengenai konsep teori yang
digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang di
publikasikan dalam bentuk_jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun
konsep atau teori yang menjadi dasar studi penelitian.*®* Dalam penelitian ini
peneliti mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan seputar zakat
dan uang panai dengan merujuk pada Al-Qur’an, sunah, kitab-kitab ulama, karya
tulis ilmiyah, ensiklopedia, internet serta sumber-sumber lainnya. baik tercetak
maupun.dari-elektronik lainnya.
2. Metode pendekatan
a. Yuridis Normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-
norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur’an, sunah
dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan
di dalam hukum Islam secara menyeluruh.®* Pendekatan ini relevan dengan
penelitian ini karena membahas tentang hukum zakat uang panai menurut
perspektif fikih kontemporer.
b. Historical approach, pendekatan sejarah adalah suatu ilmu yang di dalamnya
dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek,
latar belakang dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut pendekatan sejarah,

segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, di

3wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustak Baru Press, 2019), h. 57.

3 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011),
h. 33-35.
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mana, apa sebabnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut.>*Keberadaan
tradisi uang panai tentu tidak terlepas dari pembahasan sejarah, sehingga metode
pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dan mengkaji persoalan yang
menyangkut tradisi uang panai menurut pandangan Islam.
3. Metode pengumpulan data
Metode Pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah
dengan studi kepustakaan, membaca, mempelajari, mengkaji meteri-materi yang
berhubungan dengan zakat kontemporer dan.uang panai. Adapun Sumber data
dalam penelitian - ini- sesuai- dengan  pengelotahan: penelitian (library research),
maka data-data yang di gunakan adalah data-data yang di peroleh dari penelitian
kepustakaan;-melalui pengumpulan data yang bersumber dari bacaan-bacaan
maupun lainnya, seperti data primer, dan data sekunder.
a. Sumber data primer
Sumber data Primer adalah sumber data utama yang digunakan oleh peneliti
dalam memperoleh data yang dibutuhkan datam suatu penelitian. Adapun sumber
data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur’an dan hadis, kitab Bidayatu al-
Mujtahid wa Nihayatu al-Mugtasid, kitab al-Majmii’ Syarh al-Muhazzab, Kitab
Figh al-Zakah, kitab al-Mugni, kitab al-Mulakhkas al-Figh, dan buku Uang Panai
Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis: Tinjauan Sosiologis Teori Status
Sosial, Teori Perbuatan Sosial dan Teori Pertukaran Sosial.
b. Sumber data sekunder
Di samping data primer terdapat data sekunder yang sering kali juga
diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-

dokumen.® Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa

%Syibran Mulasi, dkk., Metodologi Studi Islam (Cet. 1; Aceh: Yayasan Penerbit
Muhammad Zaini, 2021), h. 146.

36Suryabrata Sumadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Granfindo perseda 1998).



16

penelitian terdahulu seperti artikel-artikel dan skripsi yang berkaitan dengan zakat
kontemporer dan uang panai, sebagai penguatan dalam mengambil kesimpulan.
4. Metode pengolahan dan analisis data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis
catatan hasil observasi, “wawancara, dan sebagainya untuk meningkatkan
pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan
bagi orang lain. Peningkatan pemahaman tersebut harus dilanjutkan dengan
berupaya mencari makna.(meaning finding).>’

Analisis data-sesuai-dengan pendekatan yang digunakan.®®berarti_bahwa
analisis harus menyesuaikan dengan metode dan pendekatan yang. dipergunakan.
Apabila metode analisis menggunakan pendekatan kualitatif, maka data yang ada
dianalisis dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar
sehingga. mudah dibaca dan diberi arti (interpretasi).®

Pengolahan data kualitatif dapat diimplementasikan dengan tahapan sebagai
berikut:*

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih sesuatu yang pokok,
memfokuskan pada suatu yang dianggap penting, mencari tema dan polanya serta
membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran
yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang
berkaitan dengan fikih kontemporer dan uang panai. Dengan demikian, reduksi

data termasuk dalam proses pengumpulan data penelitian.

3"Noeng Muhadijir, Metodologi keilmuan: paradigma kualitatif, kuantitatif dan mixed Edisi
V (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2007), h. 157

%Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal (Cet. VIII; Jakarta: Bumi
Aksara, 2006), h. 83.

¥Nawawi, Metode Penelitian Figh dan Ekonomi Syari’ah (Cet. |; Malang: Madani Media,
2019), h. 117.

“ONawawi, Metode Penelitian Figh dan Ekonomi Syari’ah, h. 121
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b. Penyajian data
Setelah mereduksi data, tahap berikutnya adalah penyajian data dalam
bentuk narasi teks. Data yang tersaji dianalisis, disusun secara sistematis dan
simultan untuk menjelaskan dan menjawab pokok permasalahan penelitian.
Melalui penyajian data, data dapat terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan
secara sistematis sehingga hasilnya akan semakin mudah dipahami.
c. Kesimpulan
Kesimpulan atau. Conclution, langkah terakhir dalam analisis kualitatif
adalah concluding yaitu pengambilan kesimpulan-dari data-data yang telah diolah
untuk mendapatkan suatu jawaban dari rumusan masalah.
F. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan-Penelitian
Suatu penelitian dapat dikatakan bernilai apabila mempunyai tujuan dalam
penelitian, maka berdasarkan apa yang telah peneliti uraikan dan paparkan
sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah sebagai
berikut:
a. Untuk mengetahui status uang panai dalam pernikahan.
b. Untuk mengetahui hukum uang panai dalam Islam.
c. Untuk mengetahui kedudukan uang panai sebagai harta wajib zakat dalam
perspektif figih kontemporer.
2. Kegunaan penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara ilmiah berupa
sumbangan pemikiran bagi perkembangan keilmuan khususnya dalam mengetahui
kedudukan uang panai sebagai harta wajib zakat dalam perspektif fikih
kontemporer.

a. Kegunaan ilmiah
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Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat
bermanfaat dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan, serta menjadi
salah satu sumber tinjawan suatu karya tulis ilmiah bagi para pemikir dan
intelektual dalam peningkatan pengetahuan keagamaan dan sebagainya, khususnya
yang berkaitan dengan hukum harta wajib zakat.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara ilmiah bagi
pembaca untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan, serta menjadi
salah satu rujukan penelitian, Khususnya yang berkaitan dengan hukum harta wajib

zakat.



BAB Il
TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN ‘URF

A. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat memiliki beberapa makna, antara lain
bermakna keberkahan (al-barokah), tumbuh (al-ramau), kesucian (al-tharoh),
kebenaran (al-slah), dan suatu yang berharga. Menurut istilah syara’ zakat
bermakna bagian dari uang dan sejenisnya yang diwajibkan oleh Syariat.*

Dalam menjelaskan definisi masalah zakat Wahbah ibn Mustafa al-Zuhaili
memberikan penjelasan tersebut dengan mengutip pendapat empat imam mazhab
sebagai berikut: ?

1. Malikiyah

Mazhab Malikiyah menjelaskan bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian
tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisab kepada orang yang berhak
menerima,-jika kepemilikan haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang
tambang, tanaman dan harta temuan.

2. Hanafiyah

Mazhab Hanafiah menjelaskan bahwa zakat adalah memberikan harta
kepemilikan atas Sebagian harta tertentu kepada orang terientu yang telah
ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah swit.

3. Syafi’iah

Mazhab syafi iah menjelaskan bahwa zakat adalah nama untuk barang yang

dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak

tertentu.

INukhbah Min al-Lagwiyyin, Al-M ujam al-Wasit (Cet. 1I; Istanbul: Dar al-D’awah, 1392
H/1972 M), h. 396.

2\Wahbah ibn Mustafa al-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 3 (Damasyq: Dar al-
Fikr, 1425 H/ 2005 M), h. 1788-1789.

19
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4. Hanabilah
Mazhab Hanabilah menjelaskan bahwa zakat adalah hak yang wajib pada
harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.
Kelompok tertentu yang dimaksudkan adalah delapan kelompok yang
disebut oleh firman Allah Swt. Dalam Q.S. al-Taubah/9: 60.
W o 1 Gl DB g sl ey il Gy sl TR St G
Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah ‘untuk orang-orang fakir, orang-
orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf.yang dibujuk hatinya,
untuk ((memerdekakan) budak, orang-orang yang ‘berhutang, untuk jalan
Allah' dan ‘untuk mereka yang sedang dalam -perjalanan, sebagai suatu
ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana.

Waktu. tertentu adalah genapnya satu tahun untuk binatang ternak, uang,
barang dagangan, Ketika sudah mengeras untuk biji, Ketika sudah - tampak bagus
yang mana wajib zakat untuk buah, ketika telah terjadi kewajiban zakat didalamnya
untuk madu, ketika dikeluarkan hal yang harus dizakatkan untuk kewajiban zakat

fitrah.*

B. Hukum dan Landasan Zakat
1. Hukum Zakat
Kewajiban zakat telah ditetapkan oleh Al-Qur’an, al-sunnah dan juga ijma’

seluruh umat Islam.> Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Bagarah/2: 43

.

G 8 5515 5559 11 55l 1,255

3Kementrian Agama R.1., Al-Qur,an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna (Cet.
I; Bandung: Cordoba, 2019), h. 196.

“Wahbah ibn Mustafa al-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, h. 1789.
SAhmad Syarwat, Seri Fikih Kehidupan (Cet I; Jakarta: DU Publishing 2011), h.51.
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Terjemahnya:

Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang
yang rukuk.®

Tafsir ayat diatas menyebutkan bahwa tunaikanlah salat secara sempurna
dengan melaksanakan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya.
Bayarkanlah zakat harta yang telah Allah berikan kepada kalian. Dan tunduklah
kalian kepada Allah bersama umat Muhammad saw. yang tunduk kepadanya.” Di
ayat yang lain Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Taubah/10: 103

e s i o 50 G Bl s U s (RS i o U2
Terjemahnya:

Ambillah” zakat dari harta mereka (guna) menyucikan-dan membersihkan
mereka; dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah
ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.®

Dalam hadis Rasulullah saw. bersabda

A daedl o) B Eag bl ale ) Lo Ol oz - ) A (3 35
o 23l BEEUA opelbl o S8 - Jats 3l 1Y) Y OF ssighe ) 2383, J
“ﬂé@@wwwdpcww Jw ol K gle (8 6 4
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Artinya:

Dari Ibnu Abbas ra. bahwa ketika Nabi saw. mengutus Mu’adz ra. ke negeri
Yaman, beliau berkata; Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak
ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan
Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah
mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. dan jika mereka
telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas
mereka sadagah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang
kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka.

5Kementrian Agama R.1., Al-Qur,an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna, h. 7.

"Nukhbah Min Asatizah al-Tafsir, Al-Tafsir al-Muyassar (Cet. Il; Al-S’iidiyyah: Majma’
al-Malik Fahd 1430 H/2009 M), h. 7.

8Kementrian Agama R.l., Al-Qur,an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna, h.
203

9Abu Abdillah Muhammad ibn Ismai’l Al-Bukhari Al-Ju’fi, Sahih Al-Bukhari, Juz 2, (Cet.
V; Dar ibn K3ir, 1414), h. 505
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Dari dalil yang telah disebutkan di atas dapat dipahami bahwa

mengeluarkan zakat adalah kewajiban bagi mereka yang memenuhi syarat dan

ketentuan zakat.
2. Landasan Zakat
Beberapa dalil yang menjelaskan kewajiban zakat ialah sebagai berikut:
a. Al-Qur’an
Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-A‘raf /7:156.
Oyalt @l 1 cally 550 03l Gof ol @BTes
Terjemahnya:

Akan 'Aku tetapkan rahmat-Ku bagi orang-orang yang bertakwa dan

menunalkan zakat serta bagi orang-orang yang. beriman pada ayat-ayat
Kami. 0

Allah swt. Berfirman dalam Q.S. Al-Mu’mintin/23: 4.

ol 3,0 8 a3l
Terjemahnya:

orang-orang yang menunaikan zakat, !
Allah swt. Berfirman dalam Q.S. Al-Naml/27: 3.
0333 4 523 14 850 o3y Bela G328 340
Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang menegakkan salat, menunaikan zakat, dan
meyakini adanya akhirat.”

Allah swt. Berfirman dalam Q.S. Al-Bagarah/2: 267.
15525 Y3 o1 50 250 63531 G ;,;5 b b & 3h8T g 0 T

ms:';“\)\u\b&l,c,\jgw c/\-wjf.; b°°/d}2ﬁ}a ;A;,i\

©Kementrian Agama R.I., Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna, h.
170.

1Kementrian Agama R.1I., Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna, h.
342.
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Terjemahnya:

Wabhai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu

yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi

untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan,

padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata

(enggan? terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha

Terpuji.*2

Sayyid Quthub menjelaskan bahwa ayat ini umum mencakup seluruh hasil
usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan
Allah Swt. Dari dalam dan atas bumi, seperti-hasil-hasil pertanian, maupun hasil
pertambangan seperti- minyak. Karena itu ‘nas.ini-menjelaskan bahwa zakat itu
mencakup semua harta.

Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. al- Zariyat/51: 19:

pa3ally L 5o Lbisi B

Terjemahnya:

Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang
tidak meminta.*

Al-Qurtubi mejclaskan bahwa yang dimaksud dengan kata “hagqun” pada
ayat tersebut adalah zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan
semua penghasilan yang didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban
zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya.'® Semua penghasilan, apabila telah
mencapai nishabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat adalah merupakan

salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat.

2Kementrian Agama R.1., Al-Qur,an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna, h.
45,

BSayyid Qutubt, F Zhilalil Qur’an, Juz 1, (Berut: Dar al-Surq, 1977), h. 310

14Kementrian Agama R.1., Al-Qur,an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna, h.
521.

BAI-Qurthubi, Tafsir Al-Mani li Ahkam Al-Qur’an, Jilid IX (Beirut, Dar el-Kutub
limiyyah, 1993), h. 37.
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b. Hadis

Hadis Rasulullah saw.

o e LY ey e A o @ Jsey B J6 L 1 o) 2B I
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Artinya:

Dari ibnu Umar ra. berkata, rasulullah saw. bersabda “Islam dibangun atas
lima (landsan) persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya
Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji, dan
puasa ramadan. (HR.Bukhari)

Hadis Rasulullah saw.

Artinya:

Dari Ibnu Abbas ra. bahwa ketika Nabi saw. mengutus Mu’adz ra. ke negeri
Yaman, beliau berkata; Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak
ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan
Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah
mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. dan jika mereka
telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas
mereka sadagah (zakat) dari harta-mereka yang diambil dari orang-orang
kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fagir mereka.

C. [Lima’

Seluruh umat Islam sepanjang 14 abad sepakat bulat mewajibkan zakat bagi
pemeluk agama Islam, yaitu mereka yang memenuhi syarat dan hartanya termasuk
memenuhi ketentuan.'® Dan seluruh sahabat sepakat untuk memerangi orang yang

menolak membayarkan zakat, sebagaimana dialog antara Abu Bakar dan Umar ra.

5Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari Al-Ju’fi, Sahih Al-Bukhari, Juz 1 (Cet.
V; Dar ibn Kéir, 1414), h. 12

17Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari Al-Ju’fi, Sahih Al-Bukhari, Juz 2, h. 505
BAhmad Syarwat, Seri Fikih Kehidupan (Cet 1; Jakarta: DU Publishing 2011), h. 53.
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Artinya:

Demi Allah aku pasti akan memerangi siapa yang memisahkan antara
kewajiban salat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah,
seandainya mereka enggan membayarkan anak kambing yang dahulu
mereka menyerahkan kepada Rasulullah saw. pasti akan aku perangi mereka
disebabkan keenggangan itu. Berkata ‘Umar ibn al-Khattab ra. demi Allah
ketegasan dia ini tidak lain selain Allah telah membukakan hati Abu Bakar
al-Siddiq ra. dan aku menyadari bahwa dia memang benar.

C. Syarat dan Rukun Zakat
1. Syarat-syarat wajib zakat

Zakatwajib atas seorang muslim jika memenuhi lima syarat yaitu:?°
a. Merdeka (bukan budak atau hamba sahaya)

Zakat tidaklah wajib terhadap budak atau hamba sahaya, karena budak tidak
memiliki harta dan apa yang ada di tangannya (harta yang ada padanya) adalah
milik tuannya; maka zakatnya ada pada tuannya.

Rasulullah saw. bersabda:

2 £l ba%s of V) w20 e 5 13 56 2
Artinya:

barang siapa membeli seorang budak yang memiliki harta maka harta itu
milik penjualnya kecuali pembeli mensyaratkannya.

b. Islam
Syarat yang kedua yaitu pemilik harta adalah seorang muslim, maka tidak

diwajibkan zakat terhadap orang kafir, sehingga tidak dituntut untuk memunaikan

Abu Abdillah Muhammad ibn Ismai’l Al-Bukhari Al-Ju’fi, Sahih Al-Bukhari, Juz 2, h.
507

208alih ibn Fauzan ibn ‘Abdillah Al-Fauzan, Al-Mulakhas al-Figh Juz 1 (Cet I; Arab Saudi:
Dar al-‘Asmah, 1423), h. 322

2LAhmad ibn “Ali ibn Hajar al-Asqalani. Fathul Bari. Jilid V, (Cet. 1I; Qahirah: Dar al-
Rayyan al-Turas, 1987 M). no. 2379, h. 60.
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zakat; karena zakat adalah perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah
dan mengerjakannya adalah sebuah ketaatan dan seorang kafir bukanlah termasuk
orang yang taat kepada Allah. Zakat juga merupakan ibadah yang membutuhkan
niat dan zakat tidak berasal dari orang-orang kafir. Maka Islam menjadi syarat
diwajibkannya zakat.

Yusuf al-Qardawi menyebutkan alasan mengapa orang kafir tidak wajib
mengeluarkan zakat, yaitu bahwa zakat adalah salah satu ibadah dalam Islam dan
salah satu lima tonggak landasan tempat berdirinya. statusnya sama dengan
syahadat, salat, puasa dan haji. Oleh karena itu harga diri_dan subjektifvitas Islam
dalam berhadapan dengan non-muslim dan menghormati keyakinan mereka merasa
tersinggung -bila mereka diwajibkan menjalankan kewajiban yang jelas sekali
berciri khas Islam tersebut. Bahkan zakat merupakan kemegahan Islam terbesar dan
salah satu lima tonggak utama.?

c. Mencapai nisab

Syarat yang ketiga adalah mencapai nisab; maka tidak wajib. mengeluarkan
zakat jika harta yang dimiliki di bawah nisab, yaitu jumlah harta.yang diketahui
secara rinci atau jumlah harta minimum yang dikenakan zakat. Entah itu pemilik
harta sudah dewasa, masih muda, berakal maupun gila; berdasarkan keumuman
dalil-dalil.

Jika orang yang berkewajiban membayar meninggal sebelum zakatnya
dikeluarkan, maka wajib ditunaikan akad dari harta yang ia tinggalkan, sebab akad

tidaklah gugur dengan kematian.?* Sebagaimana sabda Rasullullah saw.:

22yqsuf al-Qardawi, Figh al-Zakah, Jilid 11 (Cet. VII; Berut: Muassasah al-Risalah, 1405
H/ 1985 M).

238alih ibn Fauzan ibn ‘Abdillah Al-Fauzan, Al-Mulakhas al-Figh Juz 1, h. 322
248alih ibn Fauzan ibn ‘Abdillah Al-Fauzan, Al-Mulakhas al-Figh Juz 1, h. 323-324.
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Artinya:

Maka utang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. (HR. Muslim).

Sehubungan dengan hal itu, ahli waris mengeluarkan zakat dari harta
peninggalan mayit karena itu adalah haknya yang wajib ditunaikan, tidak menjadi
gugur karena kematian. Itu adalah utang atas mayit yang wajib diselesaikan atas
dirinya.?®
d. Kepemilikan penuh

Syarat keempat yaitu kepemilikan penuh,-maksudnya adalah kemampuan
pemilik harta untuk mengontrol dan mengawasi barang miliknya tampa tercampur
hak orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.?” Serta harta
yang dimiliki tidak ada hubungannya dengan hak orang lain dalam harta itu, maka
tidak wajib dikeluarkan zakat dari harta yang tidak baku kepemilikannya misalnya
orang yang berhutang, karena orang yang atas dirinya terdapat hutang tidak wajib
untuk melaksanakan zakat.?®
e. Mencapai haul.

Mencapai haul maksudnya adalah harta kekayaan harus sudah ada atau
dimiliki selama satu tahun dalam penanggalan Islam. Memenuhi haul adalah

berlalunya masa setahun penuh.?®

BMuslim bin Hajjaj al-Qusyairi, Sahith Muslim, (Cet. VI; Beirut: Dar al- kutub al-
‘Ilmiyyah, 2011), h. 414.

%68alih ibn Fauzan ibn ‘Abdillah Al-Fauzan, Al-Mulakhas al-Figh Juz 1, h. 324.

2Ty asuf al-Qardawi, Al-Ibadah fi al-Islam, (Beirut: Daar el-Kutub al-Islamiyah, 1993 M),
h. 127.

28alih bin Fauzan bin ‘Abdullah al-Fauzan, Al-Mulakhkhas al-Fighi, Jilid 1 (Cet. XIV;
Saudi Arabiya: Dar ibn al-Jauzi, 2000), h. 322-323.

2Muhammad Ibnu Shalih al-Usaimin. Al-Syariul Mumti’a ‘ala Zadil-Mustagni’i, Jilid 6.
(Cet. I; Saudi Arabiyah: Darul Ibnu al-Jauziy, 1424 H), h. 14-17



28

2. Rukun zakat

Adapun rukun zakat adalah mengeluarkan Sebagian dari nisab dengan
memperhatikan kepemilikan pemilik terhadap barang tersebut (muzaki),
memberikan kepemilikan terhadap orang fakir (mustahik), menyerahkannya
kepadanya atau kepada wakilnya yaitu pemimpin atau pengumpul zakat (barang
yang dizakatkan).*
D. Harta Wajib Zakat Kontemporer

1. Zakat profesi dan wirasuasta

Mungkin manifestasi paling menonjol dari-pendapatan indifidu di zaman
kita adalah apayang diterima seseorang sebagai hasil dari pekerjaannya dan sebagai
upah atas-usahanya. Pekerjaan yang darinya seorang menghasilkan uang dan
menghasilkan pendapatan bagi pemiliknya ada dua; pekerjaan yang dilakukan
seseorang. tampa terikat kedudukan dengan orang lain, dan-pekerjaan yang
membutuhkan keterampilan dan pengetahuan, sehingga penghasilannya dalam hal
ini adalah penghasilan professional yang bersumber dari profesi yang ditekuninya,
seperti penghasilan dokter, insinyur, pengacara, seniman, penjahit-dan tukang.%

Dalam kitabnya Figh al-Zakah Yusuf al-Qardawi berpendapat bahwa harta
penghasilan seperti gaji pegawai, upah buruh, penghasilan dokter, insinyur,
pengacara, dan lain-lain yang berprofesi wirasuasta, serta penghasilan dari modal
yang dugunakan bukan untuk perdagangan (pendayagunaan) seperti mobil, kapal
laut, pesawat terbang, percetakan, hotel, taman hiburan, dan sejenisnya. Haul tidak
menjadi syarat wajib zakat, melainkan zakat dikeluarkan ketika harta tersebut

diterima.®

30wahbah ibn Mustafa al-Zuhaili, Al-Figh al-Isiami wa Adillatuhu, h. 1796.

3y suf al-Qardawi, Figh al-Zakah Jilid 1 (Cet. VII; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1405
H/ 1985 M), h. 487.

2y qsuf al-Qardawi, Figh al-Zakah Jilid 1, h. 505.
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Alasan-alasan yang dikemukakan Yasuf al-Qardawi mewajibkan zakat
profesi antara lain:*®

a. Persyaratan satu tahun dalam seluruh harta termasuk harta penghasilan tidak
berdasar nash yang mencapai tingkat sakih atau hasan yang darinya bisa
diambil ketentuan hukum syara' yang berlaku umum bagi umat.

b. Para sahabat dan tabi'in memang berbeda pendapat dalam harta penghasilan;
sebagian mempersyaratkan adanya masa setahun, sedangkan sebagian lain tidak
mempersyaratkannya.yang berarti wajib dikeluarkan zakatnya pada saat harta
penghasilan tersebut. diterima seorang Muslim. Oleh karenanya persoalan
tersebut dikembalikan kepada nas-nas yang lain dan kaedah-kaedah yang lebih
umum;

C. Ketiadaan nas ataupun ijmak dalam penentuan hukum zakat harta penghasilan
membuat mazhab-mazhab berselisih-pendapat tajam sekali,-yang bila dijajagi
lebih jauh justru menimbulkan berpuluh-puluh persoalan baru yang semakin
merumitkan, yang seringkali hanya berdasarkan dugaan-dugaan dan tidak lagi
didasarkan pada nas yang jelas dan kuat. Semuanya membuat Yasuf al-Qardawi
menilai bahwa adalah tidak mungkin syariat yang sederhana yang berbicara
untuk seluruh umat manusia membawa persoalan-persoalan kecil yang sulit
dilaksanakan sebagai kewajiban bagi seluruh umat.

d. Mereka yang tidak mempersyaratkan satu tahun bagi syarat harta penghasilan
wajib zakat lebih dekat kepada nas yang berlaku umum dan tegas. karena nas-
nas yang mewajibkan zakat baik dari quran maupun sunah datang secara umum
dan tegas dan tidak terdapat di dalamnya persyaratan setahun.

e. Disamping nas yang berlaku umum dan mutlak memberikan landasan kepada

pendapat mereka yang tidak menjadikan satu tahun sebagai syarat harta

BYtsuf al-Qardawi, Figh al-Zakah Jilid 1, h. 505-510
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penghasilan untuk wajib zakat, kias yang benar juga mendukungnya. Kewajiban
zakat uang atau sejenisnya pada saat diterima seorang Muslim dikiaskan dengan
kewajiban zakat pada tanaman dan buah-buahan pada waktu panen.
Pemberlakuan syarat satu tahun bagi zakat harta penghasilan berarti
membebaskan sekian banyak pegawai dan pekerja profesi dari kewajiban
membayar zakat atas pendapatan mereka yang besar, karena mereka itu akan
menjadi dua golongan saja : yang menginvestasikan pendapatan mereka terlebih
dahulu, dan yang berfoya-foya dan menghamburkan semua penghasilannya
sehingga tidak -mencapai ‘masa wajib zakatnya. /Itu berarti zakat hanya
dibebankan pada orang-orang yang hemat saja, yang membelanjakan kekayaan
seperlunya, yang mempunyai simpanan sehingga mencapai masa zakatnya. Hal
ini jauh sekali dari maksud kedatangan syariat yang adil dan bijak, dimana hal
ini justru-memperingan beban orang-orang pemboros dan memperberat orang-
orang yang hidup sederhana.

. Pendapat. yang menetapkan setahun sebagai syarat harta penghasilan jelas
terlihat saling kontradiksi yang tidak bisa diterima oleh keadilan dan hikmat
Islam mewajibkan zakat. Misalnya seorang petani menanam tanaman pada
tanah sewaan, hasilnya dikenakan zakat sebanyak 10% atau 5%, sedangkan
pemilik tanah yang dalam satu jam kadang-kadang memperoleh beratusratus
dinar berupa uang sewa tanah tersebut tidak dikenakan zakat berdasarkan
fatwa-fatwa dalama mazhab-mazhab yang ada, dikarenakan adanya persyaratan
setahun bagi penghasilan tersebut sedangkan jumlah itu jarang bisa terjadi di
akhir tahun. Begitu pula halnya dengan seorang dokter, insinyur, advokat,
pemilik mobil angkutan, pemilik hotel, dll. Sebab pertentangan itu adalah sikap
yang terlalu mengagungkan pendapat-pendapat fikih yang tidak terjamin dan

tidak terkontrol berupa hasil ijtihad para ulama. Kita tidak yakin bila mereka
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hidup pada zaman sekarang dan menyaksikan apa yang kita saksikan, apakah
mereka akan meralat ijtihad mereka dalam banyak masalah.

. Pengeluaran zakat penghasilan setelah diterima akan lebih menguntungkan
fakir miskin dan orangorang yang berhak lainnya. Ini akan menambah besar
perbendaharaan zakat dan juga memudahkan pemiliknya dalam mengeluarkan
zakatnya. Cara yang dinamakan oleh para ahli perpajakan dengan "Penahanan
pada Sumber" sudah dipraktekan oleh 1bn'Mas'ud, Mu'awiyah dan juga Umar
bin Abdul Aziz yaitu dengan memotong gaji para tentara dan orang-orang yang
di bawah kekuasaan negara saat itu.

Menegaskan bahwa zakat wajib atas penghasilan sesuai dengan tuntunan Islam
yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan berkorban, belas kasihan dan
suka memberi dalam jiwa seorang muslim. Pembebasan jenis-jenis penghasilan
yang berkembang sekarang ini dari zakat dengan menunggu-masa setahunnya,
berarti membuat orang-orang hanya bekerja, berbelanja dan bersenang-senang,
tanpa harus mengeluarkan rezeki pemberian Tuhan dan tidak merasa kasihan
kepada orang yang tidak diberi nikmat kekayaan itu dan kemampuan berusaha.
Tanpa persyaratan setahun bagi harta penghasilan akan lebih menguntungkan
dari segi administrasi baik bagi orang yang mengeluarkan maupun pihak amil
yang memungut zakat. Persyaratan -satu tahun bagi zakat penghasilan,
menyebabkan setiap orang harus menentukan jatuh tempo pengeluaran setiap
jumlah kekayaannya yang diterimanya. Ini berarti bahwa seseorang Muslim
bisa mempunyai berpuluh-puluh masa tempo masing-masing kekayaan yang
diperoleh pada waktu yang berbeda-beda. Ini sulit sekali dilakukan, dan sulit
pula bagi pemerintah memungut dan mengatur zakat yang yang dengan
demikian zakat tidak bisa terpungut dan sulit dilaksanakan.

2. Zakat madu
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Madu adalah salah satu kebaikan yang dianugrahkan Allah kepada hamba-
hamba-Nya yang didalamnya terkandung makanan, obat, dan kenikmatan.
Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah An-Nahl/16: 69
AT 3 S G s Gl £ g g o SL6 il e S

53K BV s o
Terjemahnya:

Kemudian, makanlah (wahai lebah) dari segala (macam) buah-buahan lalu
tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu).” Dari
perutnya itu keluar minuman (madu) yang beraneka warnanya. Di dalamnya
terdapat obat bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda. (kebesaran Allah)-bagi kaum yang berpikir.3*

Abu hanifah dan para sahabatnya berpendapat bahwa madu itu wajib
zakatnya. dengan syarat lebahnya tidak berada di tanah kharajj, karena pemilik
tanah kharajj membayar pajak atasnya, maka tidak berkumpul dua hak Allah pada
satu harta dengan satu sebab. Begitu pula imam Ahmad mewajibkan zakat madu.*®

Yusuf al-Qardawi berpendapat bahwa zakat yang harus dikeluarkan dari
pendapatan bersih-madu yaitu 10%, dan nisabnya ketika mencapai lima wasak (653
kilogram atau 50 Kilo takaran mesir). Dan syariat telah menetapkan lima wasak
adalah nisab dari tanaman dan buah-buahan, dan madu dikiaskan dengan
keduanya.®®

3. Zakat barang tambang

Hukum harta lainnya yang berasal dari perut bumi yaitu barang tambang,
kekayaan yang dipusatkan Allah di bumi, bercampur dengan tanahnya dan
membimbing manusia untuk mengekstraksinya degan berbagai cara, hingga

menjadikannya emas, perak, tembaga, besi, timah, minyak, aspal, dan mineral cair

34Kementrian Agama R.1., Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna, h.
274,

35yasuf al-Qardawi, Figh al-Zakah Jilid 1, h. 521.
3y qsuf al-Qardawi, Figh al-Zakah Jilid 1, h. 428.
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dan padat lainnya. Tidak diragukan lagi bahwa kekayaan ini memiliki nilai dalam
kehidupan manusia. Terutama pada zaman ini perusahaan-perusahaan bersaing
untuk dapat mengeksplorasinya, bahkan negara saling berperang untuk
mendapatkan kekayaan mineral tersebut.3’

Abu Hanifah dan para sahabatnya berpendapat bahwa semua barang
tambang yang diambil dari bumi yang ditempa menggunakan api maka wajib
dikeluarkan zakatnya. Adapun barang tambang cair atau padat yang tidak ditempa
maka tidak wajib zakat. Mengkiaskan dengan ' emas dan perak yang telah
diwajibkan zakatnya berdasarkan nas, dan ijma’.%®

Adapun.mazhab Hanbali tidak membedakan antara barang tambang yang
ditempa maupun tidak ditempa. Barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya
adalah segala sesuatu yang keluar dari bumi, baik yang padat seperti besi, timah,
tembaga dan-lain-lain atau barang tambang yang cair seperti minyak dan aspal.

Kadar' diwajibkannya zakat barang tambang juga memiliki perbedaan
pendapat. Abu. Hanifah dan para sahabatnya mewajibkan 20%. Imam Ahmad dan
Ishaq mewajibkan 2,5% mengkiaskan dengan zakat emas dan perak. Abu Hantfah
dan para sahabatnya berpendapart bahwa barang tambang wajib zakat baik sedikit
maupun banyak tampa mempertimbangkan nisabnya. Dan Malik, syafii dan Ahmad
berpendapat bahwa harus mempertimbangkan nisabnya dengan berdalilkan dengan
keumuman hadis-hadis yang menyebutkan nisab pada emas dan perak.*

E. Kriteria Penetima Zakat
Penyaluran zakat yang telah dikumpulkan haruslah disalurkan kepada

mereka yang berhak untuk menerima zakat tersebut dengan sebaik-baiknya dan

3Ty asuf al-Qardawi, Figh al-Zakah Jilid 1, h. 437.
By asuf al-Qardawi, Figh al-Zakah Jilid 1, h. 438.
Y tsuf al-Qardawi, Figh al-Zakah Jilid 1, 438.
Y tsuf al-Qardawi, Figh al-Zakah Jilid 1, 440
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kepada orang yang tepat, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur’an, hanya ada
delapan kondisi orang yang berhak mendapatkan dana zakat tersebut, hal ini telah
disebutkan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur’an surat al-Taubah/9: 60

A o 13 Gty DB 3 45l el il il sl TRl St G
Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang
miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf),
untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-
orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang
dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari
Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana:

Ayat ini menunjukan bahwa dana zakat dibatasi untuk didistribusikan hanya
kepada delapan golongan tersebut. Penggunaan dana zakat kepada mustahik yang
delapan tersebut tidak dibedakan antara zakat harta dan zakat-fitrah. Delapan
mustahik tersebut adalah:*

1. al-Fugara yakni mereka adalah orang-orang yang memiliki-hak untuk diberi
zakat. ‘Menurut para ulama Syafi ivah dan Hanabilah, fakir adalah orang
yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi
kebutuhannya. Makanan, pakayan, dan tempat tinggalnya tidak tercukupi,
seperti orang yang membutuhkan sepuluh, namun dia hanya memiliki tiga.
Sekalipun dia dalam keadaan sehat meminta-minta kepada orang, atau dia
mempunyai tempat tinggal dan pakaian yang ia gunakan.*? Sehingga jika
disimpulkan, fakir adalah orang yang lebih menbutuhkan bantuan daripada
orang miskin, lebih didahulukan dalam penyaluran bantuan walaupun fakir

dan miskin keduanya berhak untuk mendapatkan zakat, sebagai mana Allah

4lwahbah ibn Mustafa al-Zuhaili, Al-Figh al-Isiami wa Adillatuhu, h. 778-783
“42Wahbah ibn Mustafa al-Zuhaili, Al-Figh al-Isiami wa Adillatuhu, h. 1951-1952
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Swit. sebutkan dalam Al-Qur’an surah al-Taubah ayat 60 yang lebih dulu
menyebutkan fakir kemudian miskin.

2. al-Masakin yaitu orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam
urutan kedua. Orang miskin adalah orang yang mampu bekerja untuk
menutupi kebutuhannya, namun belum 'mencukupi, seperti orang yang
membutuhkan sepuluh namun dia hanya mempunyai delapan, sehingga tidak
mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.* Peneliti menyimpulkan
bahwasanya orang miskin adalah orang.yang mempunyai harta namun harta
tersebut tidak-mencukupi kebutuhannya.

3. al-‘Amilin° yaitu mereka radalah oaring-orang ‘yang bertugas untuk
mengumpulkan zakat. Bagi para amil disyaratkan adil, -mengetahui fikih
zakat, masuk umur sepuluh tahun, dapat menulis, dapat membagi kepada
orang-orang yang berhak mendapatkannya, dan bisa--menjaga harta.*t
Sebagaimana dalam riwayat menjelaskan bukti bahwa dizaman Rasulullah
sudah dikenal dengan istilah “amil zakat” yang mengurus zakat. Rasulullah
saw. menugaskan seorang laki-laki dari bani al-Asdi yang bernama ibnu al-
Lutbiyyah sebagai amil zakat di daerah Bani Sulaim, kemudian Rasulullah
melakukan evaluasi atas tugas yang ia laksanakan.*

4. al-Muallafah Qulubuhum yakni diantara mereka adalah orang-orang yang
lemah keislamannya. Mereka diberi zakat agar ke-Islaman mereka menjadi
kuat.*®

5. al-Rigab yaitu menurut ulama Hanafiyah dan Syafi’ivah, mereka adalah

budak-budak mukatab (budak mukatab adalah budak yang mengangsur

43Wahbah ibn Mustafa al-Zuhaili, Al-Figh al-Isiami wa Adillatuhu, h. 1952,
4wWahbah ibn Mustafa al-Zuhaili, Al-Figh al-Isiami wa Adillatuhu, h. 1953.

4Muhammad bin Isma1r’l bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju’fi al-Bukhari, Sahih al-
Bukhari, Juz 9 (Berut: Dar Tauq al-Najah), h. 28.

46\Wahbah ibn Mustafa al-Zuhaili, Al-Figh al-Isiami wa Adillatuhu, h. 1954.
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harganya kepada tuannya, jika dia telah melunasinya maka dia merdeka)
muslim yang tidak mempunyai harta untuk mencukupi apa yang sedang
mereka lakukan sekalipun sudah banting tulang peras keringat untuk bekerja.

Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur’an surat al-Nar/24: 33

4
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Terjemahnya:

Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya
kepadamu.*’

Ibnu Abbas menafsirkan kata “riqab” ‘dalam.ayat tersebut bahwa mereka

adalah budak mukatabh. Syarat memberikan zakat kepada budak mukatab adalah dia

harus beragama’ Islam.*®

6. al-Garimin mereka adalah orang-orang yang mempunyai banyak utang.

Menurut para ulama Syafi iyyah dan Hanabilah, baik seseorang itu berutang
untuk-dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Jika utang-kepada orang lain
itu- digunakan bukan untuk- kemaslahatan, seperti minum' khamar dan
berjudi, juga tidak berutang demi tujuan untuk mendapatkan zakat, misalnya
dia sebenarnya mempunyai harta yang cukup, lantas dia berlebihan dalam
berutang agar mendapatkan zakat. Orang seperti ini tidak berhak
mendapatkan zakat. Karena tujuan-yang ia lakukan sangat tercela. Lain
halnya dengan orang fakir yang berutang karena sebuah kebutuhan dan
berniat untuk mengambil zakat, maka dia diberikan zakat seukurang
utangnya, karena tujuannya baik. Akan tetepi jika orang berutang untuk
digunakan dalam kemaksiatan atau berutang dengan tujuan yang tercela tadi

bertaubat, maka sebaiknya dia diberi zakat.*°

354,

47Kementrian Agama R.1., Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna, h.

“8wWahbah ibn Mustafa al-Zuhaili, Al-Figh al-Isiami wa Adillatuhu, h. 1956.
4SWahbah ibn Mustafa al-Zuhaili, Al-Figh al-Isiami wa Adillatuhu, h. 1956-1957.
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Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa al-Garimin adalah orang
yang memiliki hutang yang hartanya tidak cukup atau akan terjatuh dalam kondisi
tidak mampu dalam memenuhi kehidupan sehari-harinya dan dia berutang kepada
sesuatu yang dibolehkan dalam syariat Islam dan bukan perbuatan maksiat.

7. Fi Sabilillah yakni mereka adalah para mujtahid yang berperang yang tidak
mempunyai hak dalam honor sebagai tentera.>
Dalam kitab Wahbah ibn Mustafa “al-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa

Adillatuhu beliau mengutib pendapat jumhur ulama yang memberkan harta zakat
dalam memberikan-definisi /i Sabilillah penehti_menyimpulkan bahwa. demi
kemaslahatan bersama (umum). Yang dimaksudkan fi Sabilillah segala bentuk
perjuangan yang dibenarkan oleh syariat dan diantara ulama menambahkan bahwa
untuk kemaslahatan umum yang mengajarkan kepada syariat Islam ‘dan bukan
dalam bentuk maksiat.

8. Ibn Sabil yakni orang yang berpergian atau orang yang hendak berpergian
untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan. Kemudian dia
tidak mampu mencapai tempat tujuannya melainkan—dengan adanya
bantuan. Wahbah ibn Mustafa al-Zuhailt memberikan tambahan terkait lbn
Sabil bahwa Ihn Sabil diberi zakat sebanyak keperluannya untuk mencapai
tempat tujuannya, jika dia ‘memang membutuhkan dalam perjalanan
tersebut, sekelipun dinegerinya dia adalah orang kaya.*!

F. Hikmah Zakat

Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan
manusia dengan tuhannya, maupun hubungan sosial kemasyarakatan sesama

manusia, di antara hikmahnya adalah: %2

S0wahbah ibn Mustafa al-Zuhaili, Al-Figh al-Isiami wa Adillatuhu, h. 1957.
SlWahbah ibn Mustafa Al-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, h. 1958.
520ni Sahroni, dkk., Fikih Zakat Kontemporer, h. 18.
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1. Sebagai bentuk rasa syukur hamba kepada Allah Swt. yang telah
memberikan rahmat dan nikmat-Nya berupa kekayaan. Bersyukur atas
segala karunia merupakan sebuah keharusan yang telah diperintahkan oleh
syariat.

2. Zakat akan menjadi pembersih dari berbagai dosa secara umum dan melatih
agar terhindar dari sifat kikir secara khusus.

3. Zakat membersikan setiap hati muzaki dari sifat kikir dan menggantinya
dengan sifat dermawan. Sifat kikir adalah sifat yang berbahaya dan dapat
menjadi penyebab ‘persengketaan, Ketidakharmonisan keluarga, tindak
kriminal, sebagaimana yang ditegaskan didalam:Al-Qus’an surat Al-Hasyr/
59: 9.

4. Zakat juga menumbuhkan karakter kepribadian yangIslami dalam diri
setiap muzaki karena telah perduli untuk barzakat dan-membantu fakir
miskin.

5. Zakat menumbuhkan semangat kebersamaan dan persaudaraan dalam diri
mustahik karena ia merasa tidak sendiri dan terlantar di masyarakat, tetapi
masih ada orang yang perduli dan memerhatikannya.

6. Zakat bertujuan membangun kebersamaan antara hartawan dan para duafa
pada khususnya karena dengan keperdulian sosial, orang-orang kaya akan
muncul rasa sepenangungan. Simpati-akan melahirkan empati.

7. Zakat menolong fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan uluran
tangan, agar mereka mampu memperbaiki taraf hidup mereka.

G. Tinjauan Umum ‘Urf

1. Pengertian ‘urf
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Secara bahasa ‘urf berarti al-ma rifah (féj;\) yaitu pengetahuan atau al-
ma ritf (22 5534) sesuatu yang dikenal.5® Imam al-Asfahani mengartikan ‘urfatau al-
ma’riif dengan segala perbuatan yang dikenal baiknya secara akal maupun syariat.>*
Secara bahasa, sebagai mana yang dikemukakan oleh imam Ahmad ibn Faris bahwa
‘urf adalah dua dasar yang kuat yang menunjukkan akan dua hal: %

a. Sesuatu yang berturut-turut, bersambung satu sama lain. Contohnya ‘urf al-fars
(gﬂ}éj\ C)j’;) surai atau bulu leher kuda, disebut demikian karena rambut-rambut
yang tumbuh diatasnya bersambung.

b. Tetap dan tenamg. ‘Urf juga disebut al-ma 7uf karena jiwa merasakan
ketenangan karena melakukannya.

Secara istilah, sebagaimana yang dikatakan oleh imam al-Jurjani bahwa ‘urf
adalah sesuatu yang menenangkan jiwa dengan kesaksian akal dan telah diterima
oleh tabiat.

Sedangkan ‘urf menurut perspektif usil al-figh dapat kita lihat dari beberapa
pendapat berikut ini:

a. ‘Abdu al-Wahhab Khallaf mengartikan ‘urf adalah apa yang-dikenal manusia
dan berlaku pada mereka baik berupa perkataan, perbuatan atau tindak
meninggalkan sesuatu.>®

b. Wahbah al-Zuhaili menyatakan- ‘urf adalah kebiasaan manusia yang dilakukan
secara terus-menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi populer dikalangan

mereka, atau istilah yang mereka kenal untuk memberikan arti khusus yang

SMuhammad Mustafa al-Zhaili, Al-Wajiz fi Usil al-Figh al-Islamr Juz 1 (Cet II;
Damaskus: Dar al-Khoir, 2006 M/ 1427 H), h. 265.

S Abii al-Qasim ibn Muhammad ibn al-Mufaddal al-Asfahani, Al-Mufradat fi Garib al-
Qur’an, Juz 1 (al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’tdiyyah: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, t.th.),
h. 431.

5Abii al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, Mu jam Magqayis al-Lugah, Juz 4 (t.tp.:
Dar al-Fikr, 1979 M/ 1399 H), h. 281.

%< Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Usil al-Figh (Cet. VIII; t.tp: Dar al-Qalam, t.th.), h.89.
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akrab dengan bahasa itu, dan Ketika mendengar kata itu, mereka tidak
memahaminya dengan pengertian yang lain. Dan definisi ini mencakup ‘urffi’li
dan ‘urf qauli.®’

C. ‘Abdu al-Karim Zaidan menjelaskan bahwa ‘urf'adalah sesuatu yang diciptakan
dan dibiasakan oleh masyarakat serta dilakukan secara terus-menerus, baik itu
perkataan maupun perbuatan.®

Ketiga definisi di atas sebenarnya mengandung makna yang sama meskipun
redaksi yang dipakai antara satu dan yang. lainnya berbeda. Sementara itu, dari
semua definisi di-atas yang-dimaksud ‘urf adalah-suatu hal yang telah dibiasakan
dan dipelihara terus-menerus oleh manusia dan keberadaannya diterima oleh akal
dan tidak bertentangan dengan syariat.>®

H. Klasifikasi al-‘Urf

Klasifikasi atau penggolongan “urf dapat ditinjau dari-beberapa sisi. Di
diantaranya dari sisi bentuk atau sifatnya, dari sisi cakupan atau ruang lingkup
penggunaanya. ditengah-tengah masyarakat dan dari sisi keabsahannya menurut
syariat. Adapun perinciannya sebagai berikut:

1. ‘Urfditinjau dari sisi bentuk atau sifatnya terbagi menjadi dua

a Al-‘urf al-lafzr ( a0l Cssa)

Al- ‘urf al-lafzr disebut juga al-‘urf al-gauli yaitu kebiasaan masyarakat
ketika ‘menggunakan lafal atau uangkapan tertentu, sehingga ada makna khusus

yang terlintas dalam dalam pikiran mereka, meskipun sebenarnya dalam kaidah

S"Wahbah al-Zuhaili, Usi/ al-Figh al-Islami, Juz 1 (Cet. I; Damaskus: Dar al-Figr, 1986
M/ 1406 H), h. 282.

%8<Abdu al-Karim Zaidan, Al-Wajiz fi Usil al-Figh (t.tp.: Muassasah Qurtubah, t.th.), h.
252,

9Chrisna Wibowo, “Analisis ‘urf Terhadap Ketaatan Masyarakat dalam Adal Lapangan
Perkawinan Bulan Muharram ”, Skripsi (Ponorogo: Fak. Syariah IAIN Ponorogo, 2019), h. 27
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bahasa ungkapan tersebut mempunyai arti yang lain.®® Jumhur mengatakan bahwa
‘urf ini juga disebut dengan ‘urf mukhassis.5!
b. Al-‘urf al-‘amali (s C54))

Al-‘urf al- ‘amalr atau ‘urf fi’lr adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan
dengan perbuatan atau muamalah tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat
memakan daging sapi disuatu tempat dan kebiasaan masyarakat memakan daging
kerbau di tempat yang lain. Atau kebiasaan masyarakat memberikan mahar diawal
atau diakhir pernikahan.%?

2. ‘Urf ditinjau dari:sisi cakupan atau ruang lingkup penggunaanya
terbagi menjadi dua
a. Al-‘urfal-am (A& 53))

Al-‘urf al- ‘am adalah kebiasaan yang disepakati masyarakat dalam suatu
negara atau-sebaian besar dari mereka.®® Keumuman yang dimaksud sebagaimana
yang dikatakan oleh Dr. Muhammad Sidgi ibn Ahmad al-Burnu yaitu keumuman
yang dimaksud bisa jadi keumuman zaman yang berarti bahwa ‘urf tersebut
penggunaanya berlaku pada satu masa. Dan keumuman tersebut bisa jadi
keumuman tempat yang berarti bahwa ‘urftersebut mencakup atau penggunaannya
berlaku disemua tempat diseluruh negara atau Sebagian besarnya.®*

Pemahaman manusia bahwa masuk menggunakan alas kaki di masjid adalah

salah satu bentuk penghinaan terhadap masjid. Begitu pula kebiasan akad istisna,

80Muhammad Mustafa al-Zhailf, Al-Wajiz f Usil al-Figh al-Islamt Juz 1, h. 266.

#IMuhammad Sidgi ibn Ahmad al-Burnu, Al-Wajiz fi idah Qawa’id al-Figh al-Kulliyyah
(Cet. IV; Beirtit: Muassasah al-Risalah, 1988 M/ 1409 M), h. 280.

62Muhammad Mustafa al-Zhailf, Al-Wajiz f Usil al-Figh al-Islamt Juz 1, h. 266.
63Muhammad Mustafa al-Zhailf, Al-Wajiz f Usil al-Figh al-Islami Juz 1, h. 266.

8Muhammad Sidgi ibn Ahmad al-Burnu, Al-Wajiz fi idah Qawa’id al-Figh al-Kulliyyah,
h. 278.
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mengangguk sebagai tanda persetujuan dan menggelengkan kepala sebagai tanda
tidak setuju ataupun menolak di antara contoh al- ‘urf al- ‘Gm.%
b. Al-‘urfal-khas (& S3a))

Al-‘urf al- ‘khas sebagai mana yang telah dijelaskan oleh Dr. Muhammad
Sidgi ibn Ahmad al-Burnu adalah kebiasaan atau istilah khusus yang ada pada suatu
lingkungan dan tidak ada pada lingkungan lain atau yang ada pada suatu kelompok
yang tidak ada pada kelompok lain.®® Misalnya kebiasaan makan seseorang dan
kebiasaan pedagang ketika mencatat penggeluaran dan pemasukannya.®’

3. ‘Urfditinjau dari sist keabsahannya terbagi menjadi dua
a. Al-wif alsahih (feoa) Cssalh)

Al-‘urf al-sahth adalah kebiasaan (baik itu perkataan atau perbuatan) yang
berlaku 'dimasyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil \ syar’i, tidak
menghalalkan apa yang telah diharamkan, juga tidak membatalkan suatu
kewajiban. Misalnya, kebiasaan seorang laki-laki Ketika melamar seorang
perempuan dengan membawa perhiasan dan pakaian adalah hadiah bukan mahar.%
Dan contoh-contoh lainnya dari kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan
dengan syariat serta membawa kemaslahatan bagi mereka.
by Al-‘wrf al-fasid (‘e 5a)

Al- ‘urf al-fasid adalah kebiasaan yang berlaku dimasyarakat akan tetapi
bertentangan dengan syariat, menghalalkan apa yang telah diharamkan, juga

membatalkan suatu kewajiban. Misalnya, kebiasaan masyarakat memakan harta

55Muhammad Tahmid Nur, dkk., Realitas ‘Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum
Islam di Indonesia, h. 29.

®Muhammad Sidgi ibn Ahmad al-Burnu, Al-Wajiz fi idah Qawa’id al-Figh al-Kulliyyah,
h. 278.

5"Muhammad Mustafa al-Zhaili, Al-Wajiz fi Usiil al-Figh al-Islami Juz 1, h. 266.
88 Abdu al-Wahhab Khalaf, ‘Ulum Usil al-Figh (t.t.p.: Maktabah al-Da’wah, t.th.), h. 89.
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riba dan berjudi.®® Serta contoh-contoh lain dari kebiasaan masyarakat yang
bertentangan dengan syariat dan membawa kerusakan atau mudarat.

Konsep pembagian ‘urf dari sisi ini, dilihat dari sesuai dan tidaknya ‘urf
tersebut dengan syariat serta mendatangkan manfaat bagi masyarakat maka ‘urf
tersebut disebut dengan ‘wrf sahih. Sebaliknya, jika ‘urf itu tidak sejalan atau
bertentangan dengan syariat dan justru mendatangkan mudarat maka ‘urf tersebut
termasuk ‘urf fasid.

I. Syarat al-‘Urf Sebagai Landasan Hukum

Syariat mengakomodir ‘urf secara selektif dan proposional sebagai penentu
hukum sebuah persoalan. Artinya ‘urf'yang dapat dijadikan landasan hukum Islam
jika terpenuhi-syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan jika dilihat dari nas-nas yang
menjadikan “urf sebagai landasan hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa ‘urf’
tersebut harus mengandung kemaslahatan dan dipandang baik.~Untuk itu, para
ulama 'seperii syaikh Mustafa Ahmad al-Zarqa memberikan syarat sebagai
berikut:’

1. “‘Urfitu berlaku secara umum atau sebagian besar dalam masyarakat. Yang
dimaksud disini adalah pengamalannya berkesinambungan dalam segala
peristiwa dan tidak ditinggalkan.

2. ‘Urfitu telah ada dalam masyarakat ketika muncul persoalan yang akan
ditentukan hukumnya. Artinya, ‘urf'yang akan dijadikan landasan hukum itu
lebih dulu keberadaanya sebelum kasus yang akan ditentukan hukumnya.
Adapun sebaliknya, jika kasus yang akan ditentukan hukumnya lebih dulu
ada sebelum ‘urf, maka pada saat itu ‘urf tidak bisa dijadikan landasan

hukum untuk kasus tersebut atau kasus-kasus yang lama.

89 Abdu al-Wahhab Khalaf, ‘Ulum Usil al-Figh, h. 89.

""Mustafa Ahmad al-Zarqa, Al-Madkhal al-Figh al- ‘4m Juz 2 (Cet. 1I; Damaskus: Dar al-
Qalam, 2004 M/ 1425 H), h.897.
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3. ‘Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam
suatu transaksi. Imam ‘Izziddin ibn ‘Abdi al-Salam mengatakan “segala
sesuatu yang ditetapkan dengan ‘urf jika kedua pihak yang bertransaksi
menyatakan sebaliknya namun sesuai dengan akad, maka hal itu sah.
Maksudnya dalam suatu transaksi jika kedua belah pihak telah menentukan

secara jelas hal-hal yang harus dilakukan yang menyelisihi ‘urf akan tetapi sesuai
dengan maksud dari akad transaksi tersebut, maka ‘wurf itu tidak berlaku lagi. Atau
dengan Kkata lain, tidak terdapat hal-hal yang persyaratan lain yang mengakibatkan
‘urf tersebut tidak bisa diaplikasikan sesuai dengan ketentuannya. Karena ‘urf itu
berkedudukan sebagai syarat meskipun tidak dinyatakan secara sarih.

4. ‘Urfitutidak bertentangan dengan nas-nas gasi dalam syariat.”

Jadi “urf bisa dijadikan landasan hukum jika tidak bertentangan dengan nas
gat 7 yang mengandung larangan untuk melakukan perbuatan atau perkataan yang
telan 'menjadi kebiasaan masyarakat. =Misalnya, kebiasaan. masyarakat
memeriahkan acara hajatan dengan mabuk-mabukan, musik..dan. wanita-wanita
yang menampakkan auratnya. ‘Urf yang seperti ini tidak dapat-diterima karena
bertentangan dengan nas-nas gaz 7.

Penggunaan ‘urfyang tidak bertentangan dan membatalkan nas-nas syar ',
bahkan justru dibenarkan oleh nas-nas syar'7 atau bisa dikompromikan dengan nas

syar’'T, maka ‘urftersebut bisa digunakan dan menjadi landasan hukum.

""Mustafa Ahmad al-Zarqa, Al-Figh al-Islam fi Saubih al-Jadid, Juz 2 (Beirud: Dar al-Fikr,
1968 M/ 1387 H), h. 880.
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UANG PANAI DALAM PANDANGAN HUKUM ADAT

A. Pengertian Uang Panai

Kebudayaan suku Bugis, Sulawesi Selatan memiliki syarat dan kewajiban
tersendiri sebelum prosesi pernikahan yang perlu dipenuhi calon mempelai kaki-
laki, salah satunya yang terkenal yaitu uang panai yang banyak disebutkan dalam
budaya pernikahan suku Bugis merupakan pemberian uang yang berasal dari pihak
mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan-sebagai rasa penghargaan
dengan memberikan- uang panai untuk pesta: pernikahannya. Berdasarkan
pengertian tersebut uang panai pada suku Bugis digunakan sebagai uang pesta
pernikahan atau biasa disebut juga uang belanja dengan tujuan rasa penghormatan
mempelai‘laki-laki kepada mempelai perempuan.t

Dikatakan uang belanja karena pemberian uang panai dari pihak mempelai
laki-laki digunakan sebagai keperluan untuk memenuhi kebutuhan pada saat acara
pernikahan. Uang panai merupakan suatu yang sangat penting, tampa uang panai
maka pernikahan juga tidak ada. Proses penentuan besaran uang panai merupakan
pembahasan awal antar kedua belah pihak, dan terkadang pernikahan tidak jadi
dikarenakan permasalahan besaran uang panai yang diminta keluarga mempelai
perempuan. Tingginya permintaan uang panai erat kaitannya dengan budaya siri’
atau dikenal dengan rasa malu, ketika pemberian uang panai tidak sesuai dengan
kasta dan tingkat sosial perempuan yang akan dinikahi. Jika kedudukan perempuan
yang akan dinikahi tinggi dimata masyarakat, maka uang panai-nya juga semakin
besar untuk tetap menjaga kehormatan dan rasa malu keluarga perempuan sehingga

permintaan uang panai terkadang dijadikan sebuah gengsi dalam masyarakat yang

!Nadia Ananda Putri, dkk., “Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam
Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam”, Bhirawa Law Journal 2, no. 1 (mei 2021): h. 40.
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kemudian menjadi kebiasaan sehingga nilai-nilai adat istiadat tentang uang panai
melenceng, dimana bukan lagi dijadikan sebagai tradisi tetapi dijadikan sebagai
gengsi dalam masyarakat.?
B. Sejarah Tradisi Uang Panai

Tradisi uang panai merupakan sejarah panjang pernikahan masyarakat suku
bugis. Uang panai pada mulanya merupakan tradisi abad ke-XVII pada masa
kerajaan Gowa Tallo, di mana ketika ada laki-laki yang ingin menikahi perempuan
pujaan hatinya yang berasal dari kerajaan atau keturunan bangsawan, maka seorang
laki-laki itu harus berjuang dan berusaha dengan memberikan seserahan yang
terbaik kepada ‘perempuan yang menunjukkan kesanggupan laki-laki untuk
memberikan-kehidupan yang layak, sejahtera serta memberikan kenyamanan
kepada istri dan keturunannya kelak. Seserahan tersebut berupa ‘pemberian
sejumlah uang panai yang merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi pihak laki-
laki.®

Seiring. perkembangan zaman tradisi uang panai ini mengalami pergeseran
sehingga berlaku disemua lapisan sosial masyarakat hingga turun-temurun yang
dulunya cuma berlaku dikalangan kerajaan namun telah berlaku secara menyeluruh
sehingga tampa memandang asal dari keturunan uang panai ini disyaratkan bagi
laki-laki yang ingin meminag seorang perempuan hanya besaran nilainya saja yang

berbeda sesuai dengan tingkatan sosial yang disandang oleh keluarga perempuan.?

2Rinaldi, Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis: Tinjauan Sosiologis
Teori Status Sosial, Teori Perbuatan Sosial dan Teori Pertukaran Sosial (Cet. I; Sukabumi: Haura
Utama, 2022), h. 14.

®Rinaldi, Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis: Tinjauan Sosiologis
Teori Status Sosial, Teori Perbuatan Sosial dan Teori Pertukaran Sosial, h. 16.

“Nadia Ananda Putri, dkk., “Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam
Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam”, Bhirawa Law Journal 2, no. 1 (mei 2021): h. 41
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Perkembangan zaman inilah yang membuat pergeseran nilai-nilai budaya,
dimana uang panai semakin lama semakin tinggi nominalnya karena adanya
perubahan pola gaya hidup yang moderen dan mewah seiring globalisasi dan
akibatnya makna uang panai dalam suatu pernikahan tidak lagi menjadi sebuah
tradisi pada umumnya, melainkan telah menjadi sebuah ajang tampilan gaya hidup
mewah dan status sosial seseorang atau keluarga untuk mendapatkan nilai dimata
masyarakat.®
C. Pergeseran Makna Tradisi Uang Panai

Tradisi uang-panai-merupakan warisan ‘dari leluhur yang harus dijaga
ditengah perkembangan masyarakat yang semakin moderen. Seiring perkembangan
masyarakat dimana dulunya uang panai hanya berupa pemberian uang belanja
untuk keperluan pesta pernikahan perempuan, tapi kini proses pemberian uang
panai diikuti-juga pemberian berupa harta benda seperti pemberian rumah, mobil,
tanah, emas-maupun berlian. Hal inilah yang kemudian menjadi. gengsi demi
memperlihatkan popularitas sebuah keluarga, pemberian uang. panai yang begitu
fantastis disisi lain menimbulkan dampak bagi pihak laki-laki yang tidak memiliki
banyak uang sehingga membuat rendah diri ketika ingin melamar perempuan dan
bagi pihak perempian terkadang membuat patokan uang panai yang begitu tinggi
dengan adanya kasus yang terjadi tentang pemberian uang panai yang begitu
fantastis. Uang panai bukan lagi tradisi tapi kini menjadi sebuah gengsi yang
menjadi kebiasaan dalam masyarakat suku bugis. Tradisi uang panai sebagai simbol
tanggung jawab laki-laki dalam menghargai dan menghormati keluarga perempuan
ini telah bergeser dikarenakan masyarakat suku bugis kebanyakan mengutamakan

gengsi dibanding nilai tradisi yang ada.®

Nadia Ananda Putri, dkk., “Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam
Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam”, h. 41

®Rinaldi, Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis: Tinjauan Sosiologis
Teori Status Sosial, Teori Perbuatan Sosial dan Teori Pertukaran Sosial, h. 22.
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Pemberian uang panai telah bergeser maknanya dari tradisi menjadi gengsi
dalam masyarakat suku bugis, adanya pergeseran makna tersebut menimbulkan
problematika dimasyarakat suku bugis, seperti silariang (kawin lari), hamil di luar
nikah dan perawan tua. Problematika tersebut sangat melenceng dari budaya siri’
dan merupakan aib bagi sebuah keluarga, hal ini dikarenakan tingginya permintaan
uang panai dari keluarga perempuan sehingga keluarga laki-laki tidak menyaggupi
permintaan tersebut dan terpaksa mengambil ‘langkan yang bertentangan dengan
budaya siri .

D. Faktor Mahalnya Uang Panai

Seorang.yang memiliki strata sosial akan sangat memperhatikan pandangan
orang karena-memiliki rasa siri’ (malu) yang tinggi. Sehingga tinggi rendahnya
uang panai, tergantung pada keluarga pihak perempuan. Karena pada umumnya
seorang-yang akan menikah, akan mencari pasangan yang memiliki strata sosial
yang sama karena sesuai dengan kemampuan uang panai yang disanggupi oleh
pihak laki-laki. Tinggi rendahnya uang panai merupakan bahasan yang paling
mendapatkan perhatian dalam pernikahan suku bugis. Sehingga.sudah menjadi
rahasia umum bahwa itu akan menjadi buah bibir bagi para masyarakat. Uang panai
sangat dipengaruhi oleh status sosial perempuan, diantaranya:®

1. Faktor keturunan

Perempuan yang memiliki keturunan-darah biru atau bangsawan yang juga
dikenal dengan sebutan keluarga karaeng dapat dipastikan uang panai-nya cukup
tinggi. Karena jika uang panai seorang perempuan yang berketurunan bangsawan

dibawah standar maka akan menjadi buah bibir di masyarakat. Pernikahan sederajat

"Rinaldi, Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis: Tinjauan Sosiologis
Teori Status Sosial, Teori Perbuatan Sosial dan Teori Pertukaran Sosial, h. 23.

8Hajra Yansa, dkk., “Uang Panai dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya
Siri' pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan”, Jurnal PENA 3, no 3 (2016): h, 532.
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dianggap dapat mempertahankan derajat keluarga sekaligus diharapkan
mempertahankan adat dan budaya dalam keluarga.®
2. Faktor tingkat Pendidikan

Begitu pula status pendidikan seorang perempuan juga sangat
mempengaruhi uang panai perempuan suku bugis. Prinsipnya seorang wanita yang
dinikahi dengan uang panai yang lebih rendah maka akan membuatnya tersisih atau
tidak percaya diri dengan perempuan yang mendapatkan uang panai lebih tinggi,
hal ini wajar terjadi karena budaya sizi” yang diterapkan pada suku bugis sudah
menjadi tradisi disemua lini:‘kehidupan. Untuk mengetahui daftar uang panai sesuai
dengan status pendidikan seorang perempuan. Seperti pada table dibawah ini.

Daftar Jumlah Uang Panai Menurut Tingkatan Pendidikan.

Tingkat Pendidikan Harga uang panai
SD Rp. 20 Juta

SMP Rp. 20-25 Juta
SMA Rp. 30 Juta

S1 Rp. 50 Juta

S2 Rp. 100 Juta ke atas

3. Faktor ekonomi
Semakin kaya seorang perempuan maka semakin tinggi uang panai-nya.
Bukan hanya itu, keluarga pihak perempuan juga akan mencari laki-laki yang
memiliki status sosial yang sama dalam hal ini kekayaan. Bahkan sebelum adanya

putusan pernikahan maka harta kekayaan perempuan dan laki-laki akan dihitung

®Harmita Sari dan Nurfadill, Uang Panai Fenomena Pernikahan Adat Bugis (Dulu dan
Kini) (Cet I; Palopo: LPPI UM.Palopo, 2019), h. 7.
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terlebih dahulu. Karena jika perepuan kaya mendapatkan laki-laki yang tidak kaya
maka akan mendapatkan cibiran dikalangan keluarga bahkan masyarakat. Keluarga
juga akan merasakan siri’ atau malu yang akan menjadi beban bahkan akan menjadi
masalah besar. Sehingga untuk menghindari hal tersebut maka perempuan kaya
akan mematok uang panai yang tinggi.

4. Faktor pekerjaan

Pekerjaan juga menjadi faktor penentu uang panai bagi perempuan. Uang
panai perempuan yang telah bekerja dan tidak ‘bekerja itu sangat berbeda. Dan
umumnya laki-laki-lebih memilih perempuan yang sudah bekerja agar- dapat
membantu perekonomian dalam rumah tangga kelak.*

5. Kondisi fisik

Tidak hanya beberapa faktor yang telah disebutkan diatas yang menjadi
tolak ukur besar kecilnya jumlah nominal uang panai yang dipatok oleh pihak
keluarga perempuan, akan tetapi kondisi fisik perempuan yang akan dilamar pun
menjadi _tolak ukur penentuan uang panai. Semakin sempurna kondisi fisik
perempuan yang akan dilamar maka semakin tinggi pula jumlah.nominal uang
panai yang dipatok. Kondisi fisik yang dimaksud seperti paras yang cantik, tinggi
dan kulit putih.

Besarnya uang panai ini sangat dipengaruhi oleh status sosial yang
melaksanakan perkawinan, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Tingkat
pendidikan, strata sosial, faktor kekayaan, dan faktor keterkenalan menjadi dasar
utama. Semakin tinggi semua yang disebutkan sebelumnya, bersiap saja uang
panai-nya pun akan tinggi. Tidak jarang banyak lamaran yang akhirnya gagal atau
dibatalkan, karena tidak bertemunya keinginan kedua belah pihak. Uang puluhan

juta bahkan bisa sampai ratusan juta menjadi nominal yang lumrah, terlebih lagi

©Alma Lutfia, “Arti Uang dalam Tradisi Uang Panai Berdasarkan Stratifikasi Masyarakat
Suku Bugis Makassar,” Jurnal Universitas Negeri Makassar.
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jika calon mempelai perempuan adalah keturunan darah biru (mempunyai gelar
adat, seperti karaeng, andi, opu, puang, dan petta) ataupun tingkat pendidikan calon
mempelai perempuan adalah S1, S2, S3, PNS, sudah berhaji dan lain-lain maka
uang panai-nya pun akan berpuluh-puluh dan sampai ratusan juta.'!

Penentuan uang panai yang diserahkan laki-laki itu berbeda-beda, faktor
lainnya yang memperngaruhi nilai uang panai ialah status ekonomi keluarga calon
mempelai perempuan. Semakin kaya keluarga calon istri, kian tinggi pula uang
panai yang harus diberikan. Begitu sebaliknya ‘apabila keluarga calon istri dari
keluarga miskin, uang panai-nya bisa kecil. Tetapi-apabila semakin tinggi nominal
uang panai maka._semakin tinggi pula citra diri keluarga mempelai dimata
masyarakat.'?

E. Tujuan dan Dampak Uang Panai

Salah-satu tujuan dari pemberian uang panai adalah untuk memberikan
kehormatan (prestise) bagi pihak keluarga mempelai perempuan, jika jumlah uang
panai yang dipatok mampu dipenuhi oleh mempelai laki-laki. Kehormatan yang
dimaksud disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak-mempelai laki-
laki kepada pihak ~mempelai perempuan yang ingin dinikahinya dengan
memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui uang panai tersebut.
Keadaan seperti itu akan menjadi gengsi tersendiri bagi pihak keluarga mempelai
perempuan yang berhasil mematok uang panai dengan harga yang tinggi.

Dampak lain yang mengakibatkan tingginya uang panai yang dipatok pihak
mempelai keluarga perempuan yaitu mengakibatkan terjadinya kawin lari

(silariang) dan bisa sampai terjadinya bunuh diri. Kawin lari terjadi jika si laki-laki

UNurfadila. “Simbolisasi Status Sosial dalam Uang Panai pada Masyarakat Bangsawan
Bugis Bone ditinjau dari Hukum Islam™, Skripsi (Kendari: Fak. Syariah IAIN Kendari, 2018),

12Widyawanti. “Makna Tradisi Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Sungai
Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau,” Jurnal Online Mahasiswa
5, no. 2 (2018).
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dan si perempuan telah menjalin hubungan yang serius akan tetapi si laki-laki tidak
dapat memenuhi jumlah uang panai yang telah disyaratkan.

Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingginya uang panai juga
memunculkan semangat bekerja bagi para lelaki yang ingin menikahi gadis dari
suku bugis. Bagi pria bugis, memenuhi jumlah uang panai yang dipatok juga dapat
dipandang sebagai praktik budaya siri’ (malu), dimana sering terjadi saat mempelai
laki-laki tak mampu memenuhi permintaan itu, maka laki-laki tersebut menebus
rasa malunya dengan pergi_merantau dan kembali setelah mempunyai uang yang
disyaratkan. Perempuan yang benar-benar dicintainya akan menjadi motivasi yang
sangat luar biasa baginya untuk mengumpulkan jumlah . uang panai yang

disyaratkan padanya.*®

3Moh. Ikbal, “Uang Panaik dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar,” Al-Hukuma
The Indonesian Journal of Islamic Family Law 6, no. 1 (2016), h. 204



BAB IV
ANALISIS KEDUDUKAN UANG PANAI SEBAGAI
HARTA WAJIB ZAKAT

A. Status Uang Panai dalam Pernikahan

Suatu hal yang menjadi ciri khas dalam pernikahan suku bugis adalah uang
panai. Uang panai merupakan pemberian uang dan materi lainnya yang bersumber
dari pihak calon mempelai laki-laki kepada-calon pihak mempelai perempuan
sebagai bentuk penghargaan untuk prosesi pesta pernikahannya. Uang panai pada
suku bugis digunakan sebagai uang pesta pernikahan atau biasa juga disebut dengan
uang belanja sebagai bentuk keseriusan pihak laki-laki menjadicalon kepala rumah
tangga. Uang panai berbeda dengan mahar, mahar adalah kewajiban agama yang
menjadi mutlak dalam prosesi nikah. Sementara uang panai adalah tuntutan adat
yang mentradisi pada masyarakat bugis sebagai biaya yang disediakan oleh pihak
laki-laki untuk prosesi acara pesta dan nikah. Jumlahnya variatif sesuai dengan
kesepakatan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan.t

Dalam konteks pernikahan adat suku bugis selain hukum negara serta
hukum Islam, suku bugis juga menganut atau memiliki tradisi dalam
menyelenggarakan sebuah pernikahan, hal ini tercantum dalam adat suku bugis
yang menganut syarat-syarat pernikahan sebagai berikut:?

1. Adanya Tanra Esso, penentuan acara puncak atau hari pesta.

2. Adanya Paenre’ atau uang panai.

!Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Uang Panai”Situs Resmi MUISulSel.
https://muisulsel.or.id/ini-fatwa-uang-panai-mui-sulsel/ (11 juni 2023)

2Andi Asyraf, “Mahar dan Paenre’ dalam Adat Bugis (Studi Etnografis Hukum Islam
dalamPerkawinan Adat Bugis di Bulukumba Sulawesi Selatan)”. Skripsi (Jakarta: Fak. Syariah &
Hukum, UIN Syarif Hidayatullah 2015), h. 46.
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3. Adanya Leko (seserahan). hadiah-hadiah biasa seperti kelengkapan untuk
pengantin wanita yang terdiri dari make up, sepatu, dan lain sebagainya.

4. Adanya Sompa atau sunrang (Mahar). hadiah pertunangan mempelai wanita
(pasio’ atau pengikat) berupa sebuah cincin, beserta sejumlah pemberian
simbol lainnya.

Berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalamnya, uang panai mengandung
tiga makna:®

1. Pertama, dilihat. dari kedudukannya uang panai merupakan rukun
pernikahan dikalangan ‘masyarakat bugis.-Uang panai sangatlah penting
untuk kelangsungan acara pernikahan. Dengan kebiasaan mengadakan pesta
yang-besar dalam pernikahan, maka permintaan uang panai dalam lamaran
terkadang tidak tanggung-tanggung. Jadi apabila resepsi pernikahan ingin
yang-mewah maka banyak pula uang panai yang diminta dan diberikan.
Uang-panai dalam masyarakat bugis adalah sebuah kewajiban. Jadi apabila
uang panai tidak dilakukan dalam pernikahan dan hanya.memberikan mahar
kepada calon mempelai perempuan maka perkawinan tersebut sah menurut
hukum Islam, namun secara adat akan dianggap sebagai pelanggaran yang
berakibat akan menimbulkan ejekan, cemoohan serta hinaan dari
masyarakat, bahkan memicu timbulnya fitnah seperti pandangan
masyarakat kepada calon mempelai perempuan bahwa telah hamil diluar
pernikahan yang sah.*

2. Kedua, dari segi fungsinya uang panai merupakan pemberian hadiah untuk

pihak mempelai wanita sebagai biaya resepsi pernikahan dan bekal

3Asriani Alimuddin, “Makna Simbolik Uang Panai’ Pada Perkawinan Suku Bugis
Makassar Di Kota Makassar”, Al Qisthi 10, no. 2 (Desember 2020): h. 131.

“Lailan Nadiyah “Tradisi Uang Panaik dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Kota Bontang
Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam”, Skripsi (Banjarmasin: Fak.
Syariah UIN Antasari, 2020), h. 65.
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dikehidupan kelak yang sudah berlaku secara turun temurun mengikuti adat
istiadat.
3. Ketiga, dari segi tujuannya pemberian uang panai adalah untuk memberikan
prestise (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan jika jumlah uang
panai yang di patok mampu dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki.
Kehormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa penghargaan yang
diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin
dinikahinya dengan_memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya
melalui uang-panai tersebut. Mereka (baik-pihak keluarga mempelai laki-
laki maupun pihak keluarga mempelai perempuan) merasa perlu menjaga
(kehormatan) keluarga. Penetapan jumlah uang panai merupakan cerminan
budaya “siri’ na pacce” yang menjadi karakter orang bugis.®
Simbol yang terkandung dalam uang panai’ pada proses pernikahan adat
suku bugis, -yang terdiri dari simbol penghargaan atau penghormatan, simbol
pengikat, simbol strata sosial, simbol keikhlasan dan Kketulusan yang memiliki
makna yang merupakan bentuk penghargaan dari pihak laki-laki. kepada pihak
perempuan yang begitu ia cintai dan rela melakukan segalanya, ikhlas berusaha
keras dalam memenuhi persyaratan keluarga perempuan.®

Jadi status uang panai yang sebenarnya terkandung dalam pernikahan suku
bugis berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalamnya adalah rukun pernikahan
dikalangan masyarakat bugis yang memiliki peran penting dalam kelancaran perta
pernikahan, berupa harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada
pihak mempelai perempuan sebagai biaya resepsi pernikahan dan bekal

dikehidupan kelak yang sudah berlaku secara turun temurun mengikuti adat istiadat.

SAsriani Alimuddin, “Makna Simbolik Uang Panai’ Pada Perkawinan Suku Bugis
Makassar Di Kota Makassar”, h. 123.

CAsriani Alimuddin, “Makna Simbolik Uang Panai’ Pada Perkawinan Suku Bugis
Makassar Di Kota Makassar”, h. 131
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Tidak hanya itu uang panai juga berperan penting dalam menjaga kehormatan pihak
mempelai perempuan karena uang panai merupakan cerminan budaya “siri’ na
pacce” yang menjadi karakter orang bugis. Oleh karenanya uang panai dalam
pernikahan adat suku bugis adalah tradisi yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga

jika uang panai tidak ada maka pernikahanpun tidak akan terjadi.

B. Hukum Uang Panai dalam Islam

Sebelum Nabi Muhammad saw. diutus, adat kebiasaan banyak berlaku pada
masyarakat di berbagai penjuru dunia. Mayoritas fugaha menjelaskan, ‘urfdan adat
mempunyai makna yang sama. Syaikh Abii Sanah menjelaskan makna ‘uzf dengan
mengutip dari mustas/a al-nisfi yaitu adat dan ‘urf adalah suatu yang telah tetap
(konstan) dafam jiwa, diakui oleh akal, dan diterima oleh tabiatyang baik.’

Ulama ushul fikih mengatakan, ‘urfbaru bisa dijadikan pertimbangan dalam
penetapan hukum syara ’ apabila memenuhi 4 syarat: ®

1. “'Urfitu berlaku secara umum atau sebagian besar dalam masyarakat. Yang
dimaksud-disini-adalah pengamalannya berkesinambungan dalam segala
peristiwa dan tidak ditinggalkan.

2. ‘Urf itu telah ada dalam masyarakat ketika muncul persoalan yang akan
ditentukan hukumnya. Artinya, ‘urf yang akan dijadikan landasan hukum itu
lebih dulu keberadaanya sebelum Kkasus yang akan ditentukan hukumnya.
Adapun sebaliknya, jika kasus yang akan ditentukan hukumnya lebih dulu
ada sebelum ‘urf, maka pada saat itu ‘urf tidak bisa dijadikan landasan
hukum untuk kasus tersebut atau kasus-kasus yang lama.

3. ‘Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam

suatu transaksi. Imam °‘Izziddin ibn ‘Abdi al-Salam mengatakan “segala

"Muhammad Mustafa al-Zuhaili, Al-Wajiz fi Usil al-Figh al-Islami Juz 1(Cet. II;
Damaskus: Dar al-Khair, 2006 M/ 1427 H), h. 265.

8Mustafa Ahmad al-Zarqa, Al-Madkhal al-Figh al-‘4m Juz 2 (Cet. 1I; Damaskus: Dar al-
Qalam, 2004 M/ 1425 H), h.897.
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sesuatu yang ditetapkan dengan ‘urf jika kedua pihak yang bertransaksi

menyatakan sebaliknya namun sesuai dengan akad, maka hal itu sah.

Maksudnya dalam suatu transaksi jika kedua belah pihak telah menentukan
secara jelas hal-hal yang harus dilakukan yang menyelisihi ‘urf akan tetapi sesuai
dengan maksud dari akad transaksi tersebut, maka ‘urfitu tidak berlaku lagi. Atau
dengan Kkata lain, tidak terdapat hal-hal yang persyaratan lain yang mengakibatkan
‘urf tersebut tidak hisa diaplikasikan sesuai dengan ketentuannya. Karena ‘urf itu
berkedudukan sebagai syarat meskipun tidak dinyatakan secara sarih.

4, ‘Urfitu tidak-bertentangan dengan nas-nas-gas7 dalam syariat.®

Jadi ‘urf bisa dijadikan landasan hukum jika tidak bertentangan dengan nas
gat 7 yang mengandung larangan untuk melakukan perbuatan atau perkataan yang
telah menjadi kebiasaan masyarakat. Misalnya, kebiasaan masyarakat
memeriahkan acara hajatan dengan mabuk-mabukan, musik dan wanita-wanita
yang menampakkan auratnya. ‘Urf yang seperti ini tidak dapat diterima karena
bertentangan.dengan nas-nas gaz 7.

Penggunaan ‘urf'yang tidak bertentangan dan membatalkan.nas-nas syar’,
bahkan justru dibenarkan oleh nas-nas syar 7 atau bisa dikompromikan dengan nas
syar’t, maka ‘urftersebut bisa digunakan dan menjadi landasan hukum.

Ditinjau dari segi keabsahannya, ‘wurf terbagi menjadi dua. Pertama, al- "urf
al-shahih yaitu kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang tidak bertentangan
dengan nas, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak membawa
mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan laki-laki memberikan
hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak di anggap sebagai maskawin.*

Kedua, ‘urf fasid yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang bertentangan

®Mustafa Ahmad al-Zarqa, Al-Figh al-Islam fi Saubih al-Jadid, Juz 2 (Beirud: Dar al-Fikr,
1968 M/ 1387 H), h. 880.

10 Abdu al-Wahhab Khalaf, ‘Ulum Usiil al-Figh (t.t.p.: Maktabah al-Da’wah, t.th.), h. 89.
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dengan dalil-dalil syara’, menghalalkan apa yang telah diharamkan, juga
membatalkan suatu kewajiban. Misalnya, kebiasaan masyarakat memakan harta
riba dan berjudi.'

Hujah ‘urf sebagai dalil syara’ didasarkan atas frman Allah pada Q.S Al-
A’raf 7/ 199

M) 2 (ol Al Ay sl s
Terjemahnya:

Jadilah pemaaf, . perintahlah ~(orang-orang) pada yang makruf, dan

berpalinglah-dari orang-orang bodoh.*?

Kata ‘wrf yang dimaksud dalam ayat ini bisa saja diartikan sebagai
kebiasaan -atau adat. Akan tetapi, pendapat ini dianggap lemah oleh Sebagian
ulama. Sebab, jika diartikan sebagai kebiasaan atau adat secara umum maka dia
akan bertentangan dengan asbab al-nuzil ayat tersebut. Sayyid Qutub mengatakan
bahwasanya -ayat ini diturunkan oleh Allah Swit. untuk mengarahkan Nabi
Muhammad saw. dan orang-orang yang beriman dimekah pada saat itu untuk
menghadapi, berdakwah dan mengajak orang-orang jahiliyah. dengan cara
bermurah hati, memerintahkan kepada kebaikan yang dikenal oleh fitrah menusia
tampa mempersulit dan memaksa serta berpaling dari mereka dengan  tidak
menyiksa, bertengkar, dan mengejek mereka.*® Oleh karena itu, dilihat dari asbab
al-nuzil ayat ini, al- ‘urf'yang dimaksud bukanlah kebiasaan atau adat secara umum,
melainkan metode dan etika dakwah yang diperintahkan oleh Allah Swt. kepada

Nabi Muhammad saw. harus menggunakan cara-cara yang baik dan lemah lembut.

11¢Abdu al-Wahhab Khalaf, ‘Ulum Usil al-Figh, h. 89.

2Kementrian Agama R.1., Al-Qur,an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna (Cet.
I; Bandung: Cordoba, 2019) h. 176.

13Sayyid Qutub, FT Zilal al-Qur’an, Juz 3 (Cet. XXXII; al-Qahirah: Dar al-Syuriiq, 2003
M/ 1423 H), h. 1418.
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Al- ‘urf'yang dimaksud dalam ayat ini adalah al-ma 'rif. Hal ini, bisa dilihat
dalam redaksi ayat lain, diantaranya Q.S. Ali Imran 3/ 104:
S3ath b s S0 s el Gxbs i ) opple i 2 K
Terjemahnya:

Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada
kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang
mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung

Berdasarkan hal ini, para ulama menafsirkan kata al- ‘urf dalam ayat (Q.S.
Al-A’raf 7/ .199) dengan al-ma ruf, diantaranya ‘Abdu al-Karim Zaidan.
15400 s 5 dns Boe 5 g ujf,\\j.am’ﬁ\gafj\
Artinya:

‘Urf-dalam ayat ini adalah al-ma’riif yaitu sesuatu yang telah diketahui
kebaikannya dan wajib untuk diamalkan.

Suatu”hadis yang sering dijadikan landasan penggunaan ‘urf yaitu hadis
maugif yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dalam musnad-nya;- dari sahabat
Abdullah ibn Mas’fid ra. adalah sebagai berikut:

. ”\M}@Jl&;\bu) s M e 54 Las Dalladl
Artinya:

Maka apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka itu baik disisi Allah.
Dan apa yang dipandang buruk oleh umat Islam, maka itu buruk disisi Allah.

Hadis ini mengisyaratkan -bahwa segala sesuatu dari kebiasaan yang
dipandang baik oleh kaum muslimin, maka itu juga baik disisi Allah. Dan Allah
tidak menjadikan hukum dengan yang batil.

Imam Muhammad ibn ‘Abdi al-Wahid atau yang lebih dikenal dengan lbn

al-Hamam al-Hanafi mengatakan bahwasanya ‘urf' menjadi suatu dalil berdasarkan

14Kementrian Agama R.I., Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna, h.
63.

15¢Abdu al-Karim Zaidan, Al-Wajiz fi Usil al-Figh (t.tp.: Muassasah Qurtubah, t.th.), h.
254,

5Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, Musnad al-Imam Akmad bin Hanbal, Juz 2 (Cet. I,
Beirait: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah, 2008 M/ 1429 H), h. 484.
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nas-nas Al-Qur’an dan sunah.!” Imam al-SarkhasT juga mengatakan bahwasanya
hukum yang ditentukan dengan ‘urf sama dengan yang ditentukan dengan nas.
Bahkan menurutnya, mengesampingkan ‘urf atau adat yang telah jelas merupakan
kesalahan yang nyata. 18

Berdasarkan hujah di atas maka tidak diragukan lagi bahwa tradisi
masyarakat ( ‘urf) dapat dijadikan dalil syara’ mengingat bahwa hanya ‘urf shahih
yang dapat dijadikan sebagai metode istinbat (deduksi) hukum Islam. Agama Islam
sebagai agama yang penuh rahmat menerima adat dan budaya selama tidak
bertentangan dengan syariat Islam dan kebiasaan tersebut telah menjadi- suatu
ketentuan yang harus dilaksanakan dan dianggap sebagai aturan atau norma yang
harus ditaati,-maka adat tersebut dapat dijadikan pijakan sebagai suatu hukum Islam
yang mengakui- keefektifan adat istiadat dalam interprestasi hukum, sebagaiman
kaidah fighiyah al-‘a@datu muhakkamah yang artinya : “Adat-Kebiasaan dapat
dijadikan pijakan hukum.”°

Kedudukan uang panai tidak diatur dalam hukum Islam, namun hal ini tidak
bertentangan dengan syariat dan juga tidak merusak akidah karenasalah satu fungsi
dari pemberian uang panai adalah sebagai hadiah bagi mempelai wanita untuk
bekal kehidupannya kelak dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan ini
merupakan maslahat baik bagi pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai
perempuan. Adat seperti ini dalam Islam disebut dengan al-a’dah muhakkamah
atau sering di sebut dengan ‘urf sahih yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa
menjadi pertimbangan hukum. Namun jika permintaan uang panai terlalu tinggi

dan calon mempelai pria tidak dapat memenuhi hingga menyebabkan batalnya

Tbn Hamam Muhammad ibn ‘Abd al-Wahid, Fath al-Qadir, Juz 7 (Beiriit: Dar al-Fikr,
t.th.), h. 15.

BMuhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl al-Sarkhasi al-Hanafi, Al-Mabsiit, Juz 13 (Beirit:
Dar al-Ma’rifah, 1993 M/ 1414 H), h. 14.

Maimoen Zubair, Formulasi Nalar Fighi (Surabaya: Khalista, 2009), h. 267
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pernikahan dan kawin lari maka Islam mengharamkan suatu hal yang berlebih-

lebihan. Sebagaimana yang terkandung dalam fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang

uang panai yang memutuskan bahwa uang panai harus mempermudah pernikahan

dan tidak memberatkan bagi laki-laki, jumlahnya dikondisikan secara wajar dan

sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak.

C. Kedudukan Uang Panai Sebagai Harta Wajib Zakat dalam Perspektif Fikih
Kontemporer

Masalah keluarga mempelai perempuan yang menerima uang panai dari
pihak keluarga mempelai laki-laki dalam nilai- jumlah yang besar, hal ini
memerlukan pemikiran serius, karena membahas persoalanyang sensitif berupa
tradisi yang sudah berjalan secara turun-temurun sehingga analisis hukum Islam
sangat diperlukan untuk memecahkan masalahnya, karena Al-Qur’an dan hadis
tidak menjelaskan apakah uang panai atau pesangon pernikahan termasuk harta
yang wajib dizakatkan.

Mengenai zakat uang panai, tidak ada nas yang sarih yang mengharuskan
atau melarang untuk dikeluarkan zakatnya. Tetapi uang panai itu.sendiri berupa
harta yang merupakan sumber zakat, seperti emas, uang dan lain sebagainya.

Meneliti masalah uang panai dalam pernikahan suku bugis, harus difahami
terlebih dahulu yang dimaksud dengan uang panai itu sendiri, yaitu pemberian uang
dan materi lainnya yang bersumber dari pihak calon mempelai laki-laki kepada
pihak calon mempelai perempuan untuk digunakan sebagai uang pesta pernikahan
atau biasa juga disebut dengan uang belanja keperluan pesta pernikahan sebagai
bentuk keseriusan pihak laki-laki menjadi calon kepala rumah tangga. Untuk
meneliti apakah uang panai wajib dizakatkan atau tidak, terlebih dahulu harus lihat

syarat-syarat harta yang wajib dizakatkan adalah antara lain:
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1. Harta yang baik dan halal
Harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal, artinya harta
yang haram baik substansi bendanya, maupun cara mendapatkannya, jelas tidak
dikenakan kewajiban zakat, karena Allah Swt. tidak akan menerimanya. Hal ini
ditegaskan Allah Swt. dalam firman-Nya Q.S. Al-Bagarah/2: 267.
Lo Eod 208 Wi o5V a0 G T 12U o e 5T i 3

Terjemahnya:
Wabhal orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu
yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami-keluarkan dari bumi
untukmu.- Janganlah. kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan,
padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali-denganmemicingkan mata
(enggang terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah -Maha Kaya lagi Maha
Terpuji.?®
Tafsir ayat di atas menyebutkan bahwa wahai orang-orang-yang beriman
kepada-Ku dan telah mengikuti Rasul-rasul-Ku, keluarkanlahinfak dari barang
halal lagi baik-baik yang kalian peroleh-dari usaha kalian dan dari apa yang kami
keluarkan bagi kalian dari bumi. Dan janganlah kalian sengaja memilih barang jelek
darinya untuk kalian berikan kepada orang-orang fakir-miskin, padahal sekiranya
itu diberikan kepada kalian, kalian enggan untuk mengambilnya kecuali dengan
memicingkan pandangan kepadanya karena buruk dan cacatnya. Bagaimana kalian
menyukai sesuatu bagi Allah yang kalian sendiri tidak menyukainya bagi diri
kalian? Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Dzat yang memberikan rizki kepada

kalian tidak butuh terhadap sedekah-sedekah kalian, Dia berhak mendapat

sanjungan, lagi Maha Terpuji dalam segala kondisi.?*

20Kementrian Agama R.1., Al-Qur,an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna h.
45,

ZINukhbah Min Asatizah al-Tafsir, Al-Tafsir al-Muyassar (Cet. 11; Al-S’idiyyah: Majma’
al-Malik Fahd 1430 H/2009 M), h. 45.
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Ayat ini umum mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal
Karena itu nas ini menjelaskan bahwa zakat itu mencakup semua harta yang didapat
dengan cara yang baik.?? Sehingga jika dilihat dari sumber dan substansi bendanya
maka uang panai termasuk dari jenis harta yang wajib dizakatkan.

2. Mencapai nisab

Syarat yang kedua adalah mencapai nisab; maka tidak wajib mengeluarkan
zakat jika harta yang dimiliki di bawah nisab, yaitu jumlah harta minimum yang
wajib dikeluarkan zakatnya.”® Faktanya sekarang banyak dari pihak perempuan
meminta kepada pihak laki-laki uang panai -yang' sangat tinggi sehingga
memungkinkan.uang panai tersebut mencapai nisabnya:

3. Mencapai haul

Mencapai haul maksudnya adalah harta kekayaan harus sudah ada atau
dimiliki-selama satu tahun dalam penanggalan Islam. Memenuhi haul adalah
berlalunya masa setahun penuh.?* Hadis-hadis yang berbicara tentang harus adanya
haul sebagai syarat untuk mengeluarkan zakat, semuanya memiliki kualitas yang
lemah dari sisi_sanad. Akan tetapi, dikarenakan hadis-hadis-tersebut saling
mendukung satu sama lainnya, maka ulama menyimpulkan bahwa hadis-hadis
tersebut naik tingkat menjadi zasan ligairihi dan berhujah dengannya adalah boleh.
Sehingga dapat dipastikan bahwa uang panai tidak dapat mencapai haulnya karena
uang tersebut langsung habis digunakan untuk kebutuhan pesta pernikahan.

4. Kepemilikan penuh
Syarat keempat yaitu kepemilikan penuh, maksudnya adalah kemampuan

pemilik harta untuk mengontrol dan mengawasi barang miliknya tampa tercampur

22Gayyid Quthub, Fi Zhilaalil Qur an, Juz I, (Beirut: Dar el- Surg, 1977), h. 310.
238alih ibn Fauzan ibn ‘Abdillah Al-Fauzan, al-Mulakhas al-Figh Juz 1, h. 322

ZMuhammad Ibnu Shalih al-Usaimin. Al-syarhul Mumti’a ‘ala Zadil-mustagni’i, Jilid 6.
(Cet. I; Saudi Arabiyah: Darul Ibnu al-Jauziy, 1424 H), h. 14-17
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hak orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.?® Serta harta
yang dimiliki tidak ada hubungannya dengan hak orang lain dalam harta itu.?
Dilihat dari fungsi uang panai yaitu uang yang digunakan untuk keperluan pesta
pernikahan berarti uang tersebut bukanlah hak pribadi melainkan hak secara
kelompok (keluarga mempelai perempuan), sehingga uang panai juga tidak
termasuk harta kepemilikan penuh.
5. Tumbuh dan berkembang

Syarat yang kelima yaitu harta harus bisa bertumbuh dan berkembang, yaitu
hartanya berkembang secara kualitas (nilainya) maupun kuantitas (jumlahnya).
Sehingga harta-harta yang tidak berkembang bukan termasuk harta wajib zakat,
seperti budak dan kuda yang digunakan untuk berperang pada.zaman Rasulullah

karena termasuk harta yang tidak produktif. Sebagai mana yang disebutkan dalam

hadis:

Vo eap i Ban Lol B o 106 by ols A1 Lo oI e Al o) B34 G 08
274“'0}'g

Artinya:

Tidaklah wajib sedekah (zakat) bagi seorang muslim yang memiliki hamba
sahaya dan kuda.

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa tidaklah wajib zakat terhadap harta
yang tidak tumbuh dan berkembang. Dengan demikian tidak wajib zakat dari harta
yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, misalnya rumah
tempat tinggal, kendaraan pribadi, atau peralatan hidup yang tidak dianggap sebagai

aset produktif.

BYyisuf al-Qardawi, Al-1badah fi al-Islam, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1993 M), h.
127.

268alih bin Fauzan bin ‘Abdullah al-Fauzan, Al-Mulakhkhas al-Fighz, Jilid 1 (Cet. XIV;
Saudi Arabiya: Dar ibn al-Jauzi, 2000), h. 322-323.

2"Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju’fi, Sahih Al-Bukhari, Juz 2 (Cet.
5; Dar ibn K§ir, 1414), h. 532
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Berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa uang panai tidak
termasuk dari kriteria harta yang wajib dikeluarkan zakatnya karena hanya
memenuhi dua Kkriteria harta yang wajib dizakatkan yaitu harta yang baik atau halal
dan mencapai nisab. Jika dilihat dari fungsi uang panai yang digunakan untuk uang
pesta pernikahan atau biasa juga disebut dengan uang belanja keperluan untuk
melangsungkan perayaan pernikahan di samping untuk keperluan bersama calon
suami istri seperti untuk pembelian tempat tidur, lemari, baju, dan lain-lain. Maka
sudah dapat dipastikan uang panai tidak mencapai haulnya karena uang tersebut
langsung habis digunakan untuk keperluan pesta pernikahan yang sekaligus berarti
uang tersebut bukanlah hak pribadi melainkan hak secara kelompok (keluarga
mempelai perempuan), sehingga uang panai juga tidak termasuk-harta kepemilikan
penuh. Uang panai juga termasuk harta yang tidak tumbuh dan berkembang karena
digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, misalnya rumah tempat
tinggal, kendaraan pribadi, atau peralatan hidup yang tidak dianggap sebagai aset
produktif. Dari sisi zakat kontemporer yang dikemukakan oleh Ytuisuf al-Qardawi

uang panai juga tidak termasuk dari jenis harta wajib zakat kontemporer.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kedudukan Uang Panai Sebagai Harta
Wajib Zakat Dalam Perspektif Fikih Kontemporer; maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan sebagai berikut:

1. Status uang panai dalam pernikahan merupakan rukun pernikahan
dikalangan masyarakat- bugis, berupa harta-yang diberikan oleh pihak
mempelai laki-laki kepada pihak mempelai- perempuan sebagai biaya
resepsi pernikahan dan bekal dikehidupan kelak-yangsudah berlaku secara
turun-temurun mengikuti adat istiadat. Sehingga jika uang panai tidak ada
maka pernikahanpun tidak akan terjadi.

2. ‘Konsep pesta adat yang dibiayai dengan uang panai ditinjau dari sudut
pandang hukum Islam vyaitu boleh-boleh saja, apabila tidak melanggar
syariat. dan tidak merusak akidah. Adat seperti ini dalam Islam disebut
dengan al-a 'dah muhakkamah atau sering di sebut dengan ‘urf sahih yaitu
adat yang baik, sudah benar dan bisa menjadi pertimbangan hukum. Namun
jika permintaan uang panai terfalu tinggi dan calon mempelai pria tidak
dapat memenuhi hingga menyebabkan batalnya pernikahan dan kawin lari
maka Islam mengharamkan suatu hal yang berlebih-lebihan. Sebagaimana
yang terkandung dalam fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang panai
yang memutuskan bahwa uang panai harus mempermudah pernikahan dan
tidak memberatkan bagi laki-laki, jumlahnya dikondisikan secara wajar dan
sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak.

3. Hukum mengeluarkan zakat harta dari uang panai tidak wajib berdasarkan

dalil yang mejelaskan bahwa Rasulullah saw. Tidak mewajibkan zakat
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terhadap harta yang tidak tumbuh dan berkembang, begitu pula dalil yang
menjelaskan bahwa syarat mengeluarkan zakat harta adalah telah mencapai
haul. Meskipun dari sisi sanad memiliki kualitas yang lemah, akan tetapi
dikarenakan hadis-hadis tersebut saling mendukung satu sama lainnya,
maka ulama menyimpulkan bahwa hadis-hadis tersebut naik tingkat

menjadi kasan ligairihi dan berhujah dengannya adalah boleh.

B. Implikasi Penelitian

Peneliti berharap ‘kepada instansi terkait dalam hal ini kepada pemerintah
agar penelitian ini dapat-menjadi masukan serta acuanyang positif lagi membangun
pada bidang muamalah secara umum dan terkhusus pada perbincangan tradisi uang
panai. Realitas yang terjadi di masyarakat salah satunya adalah tingginya standar
uang panai dalam tradisi suku bugis. Dalam hal ini, peneliti memberikan beberapa
saran yang berhubungan dengan uang panai:

1. ‘Dalam penentuan jumlah -nilai-uang panai sebaiknya .. mempermudah
pernikahan dan tidak memberatkan bagi laki-laki, jumlahnya dikondisikan
secara wajar dan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak.

2. Bagi masyarakat, hendaknya berupaya tetap mempertahankan tradisi uang
panai sebagai salah satu identitas kebangsaan yang mengandung norma
kearifan lokal dan berusaha untuk lebih memahami hubungan antara tradisi
dan nilai-nilai ajaran Islam, agar setiap perkembangan zaman dapat direspon
dengan baik tanpa adanya kesalahan yang menyimpang dari ajaran agama
Dari hasil analisis dan pembahasan ini, diharapkan dapat membantu para

akademisi secara umum yang bergelut di bidang hukum Islam, khususnya pada
ranah zakat kontemporer. Dan harapan besar pula agar penelitian ini dapat menjadi
referensi ilmiah bagi internal Sekolah Tinggi IImu Islam dan Bahasa Arab (STIBA)

Makassar, khususnya bagi mahasiswa yang berada di Jurusan Syariah yang ingin
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mengkaji tentang zakat kontemporer, serta menambah khazanah ilmu pada
persoalan Kedudukan Uang Panai Sebagai Harta Wajib Zakat Dalam Perspektif
Fikih Kontemporer.

Pembahasan serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban
atas persoalan Kedudukan Uang Panai Sebagai Harta Wajib Zakat Dalam
Perspektif Fikih Kontemporer, bagi masyarakat umum. Dari hasil penelitian ini
juga diharapkan dapat memberikan kontribusi‘pemikiran bagi masyarakat modern
dalam rangka meningkatkan pemahaman dan ‘daya nalar pada permasalahan

tersebut.
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Baznas Makassar Akan Minta Zakat Uang
Panai

Uang belanja yang diberikan pengantin pria ke gengantin perempuan dalam budaya Sulawesi Selatan

Muhammad Yunus Kamis, 28 Oktober 2021 | 13:20 WIB

"Sampai uan:g p%namga kita akan sasar. Kan tidalfucu kalau kentraktor da[Et uﬁtung Rp50
juta dengan segala jeri payahnya terus dia bayar zakat. Lalu orang dilamardengan uang panai

Rp100 juta, tidak ada salahnya," katanya.

Ashar mengungkapkan alasan uang panai perlu membayar zakat adalah agar orang yang akan

menikah tersebut rumah tangganya dapat berkah.

ADYERTISEMENT -
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"Kan kalau Rp100 juta cuma Rp2,5 juta, itu Allah yang jamin, pasti bersih. Pasti berkembang

rezekinya, jadi kalau mau rumah tangganya bahagia kasih keluar zakat,” katanya.
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WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU’AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Masjid Raya Nomor Satu (Masjid Raya Makassar, Lantai Satu) Telepon : 08114133787
Web: https:/ /muisulsel.com Email: oficial. muisulsel@gmail.com IG: officialmuisulsel FB: officialmuisulsel

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Nomor: 02 Tahun 2022
Tentang
UANG PANAr

ot R b o

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indegesia (MUI) Provinsi Sulawesi/Selatan, setelah:

MENIMBANG g

a.

b

Pemberian 7aug para:” merapakan adat di kalangan masyarakat-Bugis-Makassar;

Uang panar merupakan pemberian uang dan matex lainnya yang bérsumber dari pihak
calon mempelai Iaki-laki kepada calon pihak mempelai wanita sebagai bentuk penghargaan
untuk prosésiepesta. pernikahannya. Uang panai’ pada suku Bugs-Makassar digunakan
sebagai uang pesta pernikahan atau/biasa juea-disebut dengan uang belafija sebagai bentuk
keseriusan pihak lakilaki menjadi ¢alon kepala nunah tangga,

Uang panaui‘ berbeda dengan mahar. Mahar adalah| kewajiban agama_yang menjadi mutlak
dalam prosesi‘aikah. Sementara |#ang panaradalah tuntutas adat ¥ags mentradisi pada
masyarakat.Bugis-Nakassar sebagaibiaya yang disediakan oleh pihak lakislaki untuk prosesi
acara pestadan hikah. Jumlahnya variatif sesuai dengan kesepakatanantara keluarga pihak
laki-laki dan keluaiga pihak perempuan;

Beberapa jenis pemberian dalam pernikahan dalam tradisi Bugis-Makassar seperti wang
panai’, lekos erang-erang (seserahan), sozpa atau sunrang (mahar) dan passio (pengikat);
Beberapa realitas yang terjadi di tengah masyarakat terkait #ang panai’ antara lain:

D

2)

3)

4)
5)
6
7)

)

Terjadinya pergeseran budaya ~uang panai’ yang awalnya dimaksudkan untuk
memberikan penghargaan kepdda kelarga mempelai wanita, menjadi ajang prestise
dan pamer serta pembohorigan publik di tengah masyarakat;

Sebagian masyarakat menjadikan anak perempuan sebagai komoditas untuk
mendapatkan #ang panai’ yang setinggi-tiigginya;

Menjadikan #ang panai’ yang derajatnya:sebagai pelengkap (7absiniya?) menjadi hal
vang paling utama (dbaruriyat) dalam perkawinan dibandingkan dengan mahar yang
hukumnya adalah wajib;

Menjadikan #ang pana:* sebagai penentu realisasi sebuah perkawinan dibandingkan
dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam;

Terjadinya berbagai bentuk kejahatan (riba, mencuri dll) untuk memenuhi #ang
panat’

Terjadinya kasus perzinaan yang dilakukan oleh muda-mudi disebabkan
ketidaksanggupan untuk menikah karena tingginya wang panai’,

Terjadinya kawin lari (sé/ariang) dan nikah siri yang dilakukan oleh kedua mempelai
karena laki-laki tidak sanggup memenuhi nang panar’,

Banyaknya pria dan wanita lajang yang tidak menikah karena ketidaksanggupan
untuk memenuhi #ang panai’.
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9) Munculnya dampak psikologis yang dirasakan oleh laki-laki dan wanita bahkan
keluarga besar dari kedua belah pihak seperti stress dan kecemasan karena tingginya
nang panai’.

f. Bahwa dengan hal itu, MUI Provinsi Sulawesi Selatan perlu menetapkan fatwa dan
memberikan rekomendasi seputar fenomena wang panai’.

MENGINGAT
a. Firman Allah swt.:
1. Q.S. Al-Bagarah/2: 185 dan Q.S al-Maidah/5: 6 tentang memudahkan dalam kehidupan
2.2 ,§, 2 ¥y 2 (&,
“...Allabanenghendak: kemndahan bagimin dan tidak menghendaki ke.mkmtm 4
F S Rl AT

““Allab tidak bendak meiynlitkan kami’. ..

2. Q.S al-Baqarah/2: 195dan Q.S al-Qasas/28: 77 tentang penmtah’berbuat baik

.. "dan berbnat baiklah, karena sesunggubnya Allah menynkar orang-orang yang berbuat baik”
1 SIEAT o

“berbnat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allab telah berbnat baik’
3. QS al-Rumy/ 30' 21 tentang peinikahan.menghadirkan ketenteraman

Oy s 8558 (S dhasg el e gl 4T 2 S0l O A;l‘a i
O, Sa.aﬂ Cﬁ") J-’ 3

“Dan di antara tanda-tanda keknasaan-Nya-ialah Dia mencipiokan nntukmun isteri-isteri dari
Jentsmin Sendiri,  Snupaya Ramu cender/io: dan’ wevasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya
diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesunggubnya pada yang demikian itn benar-benar terdapat tanda-
tanda bagi kaum yang berfikir”

4. QS al-Nur/24: 32 tentang anjuran menikahkan yang lajang agax tercapai keberkahan hidup

Py lgs callad fo AT 1gihd PR ) (;gv\ﬂ" &ﬁuagmlaalt ;&.,«@Wt 1?&;1)

s

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membnjang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak
(menikah) dari hamba-hamba sabayamu, baik laki-laki manpun perempuan. Jika mereka miskin,
Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-
Nya) lagi Maba Mengetahuz.”

=

5. Q.S al-Nisa: 4/21 tentang pernikahan sebagai ikatan perjanjian yang kuat
T.o1% (Z(gow a)/\:l 28nfE o biel Aoy I, 84 av ’.a)’).ii il e
e Bl (S5 0435 a1 Waxs adl 355 $3040 L
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“Bagaimana kamn akan mengambilnya (kembali), padabhal kamu telah mengganli satn sama lain
(sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimn) telah membnat perjanjian yang knat (ikatan
pernikaban) denganmu?”’

6. Q.S al-Isra 17/70 tentang memanusiakan manusia
eSiads Glls 2 38 Je gl ol o3 243555 s 50 G ol 68 o s

“Sunggnh, Kami telah memnliakan anak cucu Adam dan Kami angknt mereka di darat dan di lant.
Kami anngerabkan prila kepada mereka rezefi dari yang baik-baik dan Kami lebibkan mereka di atas
banyak makbluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempnrna’.

7. Q.S. al-Nisa/4: 4 tentang memuliakan wanita dengan pemberian sesuai kemampuan
- W PR NGEPL (T TN W AT AP O T
L_[;A L:./...’h fa}L\.a (84 ¥ )4.0: o s (,g Vr\l’a dpg&é d§.:.9..,L.a ;_L....:.“ ‘).;‘}
“Berikanlah mabar kepada_ wanita (yang kamn nikah) sebagai pemberian yang pennh kerelaan.

Kemndian, jika mereka wienyerahkan: kepada kamu sebagian dari/(mahbar) it dengan senang hati,
terimalah dan nikmatilab pemberian itu dengan senang hatr’.

8. Q.S.al-A’raf: 7/199 tentang adat bisa dijadikan rujukan
g s,l..t oF dg;pl} Jf.!b \5 ju..dl NE
“Jadilah pemaaf, perintablab (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalingtah darz orang-orang bodoh”
9. Q.S al-Bagarah: 2/270 tentang meng-infak-kan sebagian harta

2 54 114 /‘ 3 & g ow oA a8 o1 \ < <% o w ol T
Luﬂ-" u\.m”ﬂ.ULﬂ Mm‘d!’;&x(")&}‘?ﬂm‘xw‘b)

“Infak. apa pun yang kamu berikan atau nazar apa pun yang kamu janjikan sesungguhnya Allah
mengetabuinya. Bag: orang-orang zalim fidak ada satu pun penolong (dari azabAlNah)”.

b. Hadis Rasulullah saw., antara lain:
1. Menikah sebagai sunah dan anjuran Rasulullah saw.

& a e s . NE. 2 (=g i o2
G ol gl AT T a8 et Ba KK % L;;a.}»\J,w)Ju.uJ sl 22
R~ P 2 &2 .5 < {a .;)/ s & wor 5.2.2?
tlay 4 23l 00 el alis A4 1 C~<~'l’ u).]a 15 08 855 a1 BSOS 36 1,55555

Dari Aisyah ra. Berkata babwa Rasulullah saw. bersabda, “Menikah itu termasuk dari sunabku,
barang siapa yang tidak mengamalkan sunabku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Nenikablah,
karena sunggnh akn membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunya:
kekayaan, maka menikablah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpnasa, karena
sunggnh puasa itn tameng baginya”” (HR. Ibnu Majah dalam Kitab Swwan Ibnu Majah hadis
nomor 1846

U\&CU@_.AJ_)L_..J\’“’L:"’ °"‘\&prd 5 W J6 J6 & e .;9
s oy o 3555
\

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan



78

Fatwa tentang Uang Panai’ 1 4

“ Dari Abdullab ra. berkata babwa Rasulullah san. Bersabda kepada kami: Wahai para peninda-
pemmndi! Barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikablah...” (HR.
Muslim dalam Kitab Shahih Muslim hadis nomor 2486)

2. Memudahkan dalam pernikahan:
155,y 1950 a8 Y1 20 Blay 2y 2l 20 &) 206 o Of wie o) 58 j,&;
(5)\.’7.«.“ o‘,) A.J-.L“ ;L;w) 4:-)}“) O).LQ.HJ W" “)j‘""’\)

“Sesunggubnya agama itu mudab, dan tidaklah seseoramg mempersulit agama kecnali dia akan
dikalabkan (semakin berat dan sulit). Naka berlakulah lurns kalian, mendekatlah (kepada yang
benar) dan_berilah kabar gembira dan minta tolonglah dengan Al Ghadwah (berangkat di awal pagi)
dan ar-rubab. (berangkat setelah hubuy) dan sesuatn dari ad-duljah (berangkat di waktu malam)".
(HR. al-Bukhaii dalam Shahilyal-Bukhari hadis nemor 38)

“Dan Anas bin I\Jalz,é 4. (/fm l\mbz sam bermbdﬂ. fi///dﬂb/éﬂu/ab d(m ]aﬂg(m/a/) ellg,éa// persulit
orang lain dan berilab\Eabar gembira pada mereka, jangan membuat-merekamenjadi lari” (HR. al-
Bukhari dalam-Shahih al-Bukhari hadis nemor 67)
N1 A, P Sy, B34 rl.d ol 2 JoF5 2Kl JOE u\d\:};
“Dar: Umanmah ra. berkata ba/a;m Rasullah san.. bersabda ..."Aku diutiis-dengan membawa
agama yang lirns” (HR. Ahmad hadis nomor 21260)

ety el SeudS 55201 8 2 Ofl e dllbata 0 Lo ) o Sliss %1 (25 B2sle 0
w5 @I

“Dari Aisyah ra.Babwasanya Rasulnllah saw. bersabda: Sesunggubnya ternasuk keberkahan seorang
wanita adalah nindah dipinang, mudah maharnya, dan mudah rabimnya.” (HR. Ahmad hadis

nomor 2338)
it el 2SO g e A1 o 1 Uy JB el o e o

2 9% . 45 2
W),Dj.ﬁy
\.5

.—\

“Dar: Ugbah ra babna sesunggubnya Rasulullah san bersabda; ""Sebaik-baik pernikaban adalah
yang memndahkan” (HR. Abu Daud dan disahihkan oleh al-Hakim

3. Dalil membuat walimah secara sederhana
Q:Jﬁ?llau:.\]\iis’“ ';TJ JurlJ\Mbg;Lg\)fGJ\ulJqu\j
('.L...A a‘}).éuﬁg 3.3 5 ?.’31 3 ’5 \ J)L..b JLQ g_,u’b.) d" o‘).: Q)} &.9 a\Jﬁ‘ u:-;}: :5\ AM\ Ja}’
“Dari Anas bin Malik, babwasanya Nabi saw. melihat ada bekas knning-kuning pada "Abdur

Rabman bin "Auf. Maka belian bertanya, " Apa ini?". Ia menjawab, '"Ya Rasulullab, saya baru saja
menikahi wanita dengan mahbar seberat biji dari emas". Maka belian bersabda, "Semoga Allah

memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelib) seekor kambing”.
[HR. Muslim]

S Yt olyy L Hon 5 A5 i L2 4 o 2 51&:,.3153
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Dari Anas, sesunggubnya Nabi saw. pernab mengadakan walimah atas (perkaninannya) dengan
Shafiyah ra. dengan hidangan kurma dan sawiq (bubur tepung). [HR. Khamsah kecuali al-
Nasa’i].

4. Tentang standar minimal walimah (pesta pernikahan):
P oy o, 3 s 3 ) Oz ’,;'4 w T 4 Q) ° A

B Je o385 51 BA @ WSS SIS PTBE L GBI 16 Y JB ol 23 5k ol

- 0’/ & &/ ,';) “ B} ?'l /‘/ 0’ 0/‘ 7, &
dog e B o B2 i 3SGsis 15V 08

w0

2 - % vE .
o B BB Yy wiles 2 B Al G 4
sz A 27 T Y i T PR PR A S AP Pe S > S
36 Jphs5 anii 3 e & 5,55 £ oI Biso 2580 4290 D185, 522 o5 s BT 6
i ) oy L Gle S EAK
Bahwasanya Umar bin Khattab berkata:, “Janganlah memasang bhaiga tinggi mabar perempnan, andai
ity sebagai kemuliaan di duniadan bentnk Retaknaan fepadarllahmaka pastilab Nabi Mubhammad
saw yang paling ntamaidan, berhak akan itn. Belian tidak-menafkab: istri-istrinya ataupun istrinya
kepada putii-putrinya melebibi dari 12 ugyah. Sesungonbnya seorangyang memberatkan istrinya sampai
ada rasa permusithan.pada dizznya. .. (HR. Ibn Majah).

AP P o SRS, © A Yol i -5 NYAU: e St - -

ey 4o 05l raSd) Sl 15 alos e W o Sl dG G Suhel o2

csdanll Ballig " Ba, 2 BBy 3 (3 AR 1S IIRAT V) Se55

Dar: Abu. Hurairah ra. berkata balwa Rasulullab saw. bersabda: Apabila.ada yang melamar

kepadanm orang yang engkau senangi agamanya dan akblaknya, maka nikabkanlah. Jika tidak,

engkan akan membnat di bupi dan kerusakan-yang myata. (HR. al-Turmuzi dalam Sunan al-
Turmuzi hadis-nomor 1004).

¢ Kaidah Usuliyah dan Fighiyah:
R
“Adat itn bisa djadikan sandaran bukum.”
A2 L A el e IS g 13 o J3has ol
“Unf (kébiasaan setempat) itu boleh dipergnnakan jika terdapat huknm syariat yang tidak membatasi.”
Jes ) Mg 585 Uos Osale b il G
“Sesuatn yang dianggap baik oleh nmat Islam maka disisi Allah pun dianggap baik”

b33 Lyl GE Sapal

“Kesepakatan tidak tertulis di masyarakat itu statusnya bagaikan kesepakatan tertulis di antara pelakn
transaksi.”’

I e
AL ANRALH WA

“Sesuatu yang tidak bisa dirath semuanya, tidak boleb ditinggalkan semnanya”
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MEMPERHATIKAN

a.
1.

Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Walimah:

Al-Maushily dalam kitab al-Thtikar juz 4 hal. 176 (Hanafi), Imam al-Dardiry dalam kitab a/-
Syarh al-Kabir juz 2 hal. 337 (Maliki), Imam al-Syairazy dalam kitab a/-Tanbib hal. 235-236
(al-Syafr’iyah), dan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab a/-Mugnz juz 8 hal 106 (Hanbali):

Hanafiah, Malikiyah, sebagian Syafiiyah dengan pendapat yang kuat, dan sebagian
Hanabilah, hukumnya diutamakan atau s#bbab bagi vang nikah dengan kondisi longgar
materi untuk membuat walimah lalu mengundang orang datang. Ibnu Qudamah berkata :
“Tidak ada khilaf di antara ulama bahwa walimah itu sunnah dalam pernikahan dan
disyariatkan”.

PendapatIbnu Qasim al-Gazi dalam kitab Fazh a/-Oaribhal. 236 dan disebutkan juga dalam
kitab Hasyzyab al-Bajnr: juz 2 hal 233:

i Lo Jally L Sl MBlY L. Al EEARL Us sh Ly s oA e eyl
Walimah pernikaban huknmmnya disunnabkan. Yang dimaksud dalam hal ini ialah _jamnan makan

ketika perikaban. Paling sedikit hidangan bagi orang mampn ialab. seefor kambing, dan bagi orang
yang kurang mawpuybidangannya apa pun semampunya

Ibnu Hajardalam Kitab Fazh alBarz, juz 9 hal. 203:
C)J'.S\ J>= e \;& V] “.’"":"‘"L‘) g &Y Je c&:ﬂh} - X a.‘.,‘/. A}J ol s NP
Disunatkan bagimmn menyapkan walimal-sesuat kesanggupanmi, Ibn Hajar berpendapat hukumnya

sunat sesuaresqiggupan suami

UUD Pasal 28 B ayat 1: “Setiap orang berhak hak membentuk keluarga dan melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yang sah’;

Undang-Undang. Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas-UUV 1 Tahua 1974
tentang Perkawinan;

Kompilasi Hukum Islam (IKHI) BAB V tentang Mahar dalam Pasal 30 dan Pasal 31;

Pendapat, saran dan masukan yang bertkembang dalam Diskusi Publik MUI Kota Makassar
pada 1 Juni 2022 dan Sidang Komisi Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu, 22
Juni 2022;

Apa yang disepakati antara pihak wanita dan pihak laki-laki secara ikhlas adalah menjadi
keharusan yang disepakati bersama dan hal ini masuk dalam kategor1 #7f (adat) sebagaimana
kaidah ushul “Kesepakatan tidak tertulis di masyarakat itu statusnya bagaikan kesepakatan
tertulis di antara pelaku transaksi.”

MEMUTUSKAN
Menetapkan : UANG PANAr

Pertama : Ketentuan Hukum

1. Uangpana:’ adalah adat yang hukumnya mubah selama tidak menyalahi
prinsip syariah;

2. Prinsip syariah dalam #ang panai’ adalah:
a. Mempermudah pernikahan dan tidak memberatkan bagi laki-laki;
b. Memuliakan wanita;
c. Jujur dan tidak dilakukan secara manipulatif;
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Fanva tentang Uang Panai’ 1 7

d. Jumlahnya dikondisikan secara wajar dan sesuai dengan
kesepakatan oleh kedua belah pihak;

e. Bentuk komitmen dan tanggung jawab serta kesungguhan calon
suami;

f. Sebagai bentuk tolong-menolong (#@awnn) dalam rangka
menyambung silaturahim.

Kedna : Rekomendasi

1. Untuk keberkahan wang pana:’, dihimbau mengeluarkan sebagian
infaqnya kepada orang yang berhak melalui lembaga resmi;

2. Hendaknya #ang panai’ tidak menjadi penghalang prosesi
pernikahan;

3. Hendaknva/ disepakati (secara’ kekelunargaan; dan menghindarkan
dari sifatesifat 7abzir dan ssraf (pemborosan) serta gaya hedonis;

Ketiga : Ketentuan Penutup

1% Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
jika pada kemudian hati ternyvata dibutubkan perbaikan, akan
diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana‘mestinya;

2. Agar, setiap muslim dan pihak-pihak yang unemerlukan dapat
mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan
fatwa ini.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal “izy 1 Dzulhijah 1443 H
1 Juli2022 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOMISI FATWA

Ketua Sekretaris

QD N

|
Dr. KH-Svamsul Bahri / SHarnid, Lc., M.A.

Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Ketua Umum

Ry

: —c =
Prof. Dr. KH. Najamuddin AS, M.A.
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